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Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURABAYA

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok
administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat
Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu
Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung
cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada
lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok
membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja
mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh
wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya
Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan
yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan
keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor
Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998,
PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang
menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ‘“Pemekaran Kantor
Pertanahan” sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan
terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan
hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal
tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya
menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa “Skorsing” tidak dihiraukan
oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat
lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya,
sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu
Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama
yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah
dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir
jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya,
wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain
di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol
Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

KATA KUNCI : Pemekaran Kantor Pertanahan di Surabaya memunculkan dampak bagi Wilayah
Kerja PPAT di Kota Surabaya.
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Name . Ali Sadikin, SH
Study Program : Master of Notary
Title : JURIDICAL REVIEW OF EXPANSION OFFICE LAND INTO THE CITY SURABAYA

ABSTRACT

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and
responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration
to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership
Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats
need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be
an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the
deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of
the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is
applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya
City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land
Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second
division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two
Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other
implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land
office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two
working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis
for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT
as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State
Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the
administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be
an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of
the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is
one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1)
of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency
Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the
work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya
I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new
For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the
resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the
National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998
Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol
for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area
which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work
area Land Officein Surabaya2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed
land is another Land Deed Makers Actingin the working area of the Land Office
originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the
presence of the Head of the Land Office.

KEY WORDS: Expansion of the Land Office in Surabaya raises implications for the Work Area PPAT in
the city of Surabaya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan struktur perekonomian
yang bercorak agraris; sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata
pencaharian di bidang agrarian (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki
tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Tanah merupakan faktor
terpenting dalam kelangsungan hidup setiap manusia di dunia dan suatu bangsa.'
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna ruang perairan, daratan serta
ruang atas bawah tanah dan ruang angkasa Perekonomian diususun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara, Bumi air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat dan Perekonomian
nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional®.

"I Nyoman Budi jaya, SH., CN., Tinjauan Yuridis tentang redistribusi tanah pertanian
dalam rangka pelaksanaan landreform, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), him. 1.

? Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tentang Amandemen Pertama sampai Ke
empat,UU tahun 1945, LN No. 1 tahun 2002, TLN No. 1811, ps. 8.
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Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indoenesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan Nasional, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi,
termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air, dalam
pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut di wilayah
Indonesia, sedangkan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan
air sebagaimana penjelasan tersebut di atas, sehubungan dengan hal tersebut
Negara sebagai organisasi terbesar diberikan wewenang untuk mengurus dan
menguasai dari bangsa Indonesia untuk mengatur menentukan hak-hak yang dapat
dipunyai atas (bagian dari ) bumi, air dan ruang angkasa serta mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang
mengenai bumi, air dan ruang angksa.3

Sebagai Upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia
sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada
pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakan kegiatan
ekonomi dalam rangka peningkatan dan Pemerataan kesejahteraan rakyat adalah
dengan melakasanakan pembangunan dengan pemanfaatan ruang perairan baik
untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha yang terjangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah dan menengah, serta senantiasa memperhatikan rencana
tata ruang serta keterpaduan dengan lingkungan sosial sekitarnya.*

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat
bermukim maupun untuk kegiatan usaha dan karena itu perlu diciptakan suatu
kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat
umum, melalui proses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah baik
mengenai data fisik maupun data yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal

dengan sebutan pendaftaran Tanah.” Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah guna

* Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, ps.2 (2).

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, cet.7,
(Jakarta: Djambatan, 1997) , hal. 44.
> Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara

terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar
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mewujudkan terlaksananya Catur Tertib pertanahan  adalah tertib hukum
pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib
pemeliharaan tanah dan lingkungan lingkungan hidup, peran serta tanggungjawab
yuridis P.P.A.T mengambil bagian yang sangat penting di dalamnya. Sejalan
dengan kondisi itu, di era otonomi daerah, di beberapa daerah telah banyak
dibentuk  kabupaten/kota yang baru, seperti kota Surabaya tingkat
pendaftaran,pembebanan,pemberian, peralihan hak atas tanah sangat tinggi yang
disebabkan tingkat perekonomian sangat pesat sehingga terjadi pemekaran kantor
pertanahan untuk melayani masyarakat, Sehubungan hal tersebut tentu
mempengaruhi secara langsung maupun tidak aktifitas perbuatan hukum terhadap
administrasi pertanahan khususnya bidang-bidang tanah yang terletak wilayah
tertentu. Perkembangan ini tentu menuntut ketersediaan tenaga P.P.A.T yang
professional, jika permasalahan tersebut tidak di antisipasi dan diatasi dengan baik
maka akan banyak menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tanah sehingga
menimbulkan efek terhambatnya pelaksanaan catur tertib pertanahan.

Perumahan, Pemukiman dan sarana tempat tinggal baik permanent
ataupun tidak yang dianggap nyaman merupakan kebutuhan dasar hidup manusia
yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Hal-hal
tersebut tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu
merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk
masyarakat dan dirinya dalam menempatkan jati dirinya®

Garis-garis Besar Haluan Negara telah memberikan arahan bahwa
pembangunan perumahan perlu ditingkatkan karena dapat makin meratanya
masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai rumah yang permanen berdampak

pada tata ruang dan lingkungan sosial yang ada.’

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (lihat Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran
Tanah, PP No. 24 tahun 1997, LN No.59 tahun 1997, TLN No. 3696, Psl 1 ayat (1). Penyelenggara
kegiatan pendaftaran tanah merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (lihat
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960, LN No. 104 tahun 1960,TLN No.
2043 Psl 19 Jo. PP 24 tahun 1997 Psl (5) ).

5 Ari S.Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya, Edisi Revisi, cet.1,
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007), hlm.1.
7 .
1bid.
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Pembangunan memerlukan pelebaran basis kegiatan, yang hal ini berarti
diperlukan tanah oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam pembangunan
tersebut, pemerintah memerlukan tanah untuk meningkatkan pelayanan pada
masyarakat terutama untuk prasarana, fasilitas umum dan untuk masyarakat
ekonomi lemah melalui program Landreform, penyediaan rumah murah dan lain
sebagainya, sedangkan masyarakat itu sendiri memerlukan pula tanah karena
meningkatnya kualitas hidup maupun untuk kepentingan usahanya, kesemuanya
itu tentu akan menimbulkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah, eksistensi
tanah itu sendiri akan jauh lebih lama dari kehidupan manusia sehingga
diperlukan data penguasaan tanah yang selalu mutahir terutama untuk keperluan
masyarakat guna keperluan pemerintah untuk kegiatan pajak,planogi, dan
pengawasan serta untuk masyarakat guna keperluan jaminan kepastian hukum
pemilikan dan perbuatan hukum mengenai tanahnya, untuk itu maka diperlukan
peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ®

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.’

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang
berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia
baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, cara
perolehannya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan yang ada di adalam
menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi yang dihadapinya jika diabaikan
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan serta hal-hal lain yang berhubungan

dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.'’

8 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, cet.1, tahun
1989, him. 41.

? Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PP No. 37 tahun 1998, LN No. 52 tahun 1998, TLN No. 3746, Psl 2 ayat (1).

' Boedi Harsono (a), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, isi dan pelaksanannya, cet. 10(Jakarta: Djambatan, 2005), him.69.
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Atas kegiatan tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."'

Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu perbuatan hukum
untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dan
bangunan di atasnya, untuk itu diperlukan suatu jabatan yang berkaitan dengan
tanah agar setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta
yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, akta
tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.'?

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 menyatakan bahwa
setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Negara Agraria.

PPAT menurut Prof Boedi Harsono adalah : “ suatu jabatan (ambt) dalam
tata susunan hukum agrarian Nasional kita, khususnya hukum yang mengatur
pendaftaran tanah, dapat diartikan juga, “orang” yang menjabat jabatan tersebut”.
Sebutan Pe(n)jabat Pembuat Akta Tanah untuk pertama kali di jumpai pada
peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang bentuk akta,
Peraturan Menteri tersebut di awali dengan pernyataan kehendak : “Menetapkan
bentuk akta-akta yang harus dibuat oleh seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah,”
sebagai dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
pendaftaran Tanah.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi di semua wilayah perkotaan, sehingga
maupun pedesaan, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu berada
dan merata di seluruh wilayah Indonesia, Peralihan hak terjadi pada saat

penandatanganan akta PPAT sehingga akta tersebut dalam pengertian

" Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria, No.5 Tahun 1960, LN. No. 1960, TLN.
2043, Pasal 19 ayat (1).

'2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.0 Tahun 1961,
LN. No. 1961, TLN. No. 2171, Pasal 19
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pembuktiannya baik formil materil serta terhadap pihak ketiga harus menjamin
kepastian hukum, peralihan hak harus dapat diselenggarakan secara sederhana,
cepat, murah, aman dan dapat dipahami masyarakat hukum adat yang ada."’

Pejabat Pembuat akta Tanah harus mempunyai kemampuan yang
memungkinkan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan
tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi yang penting dapat
diterima masyarakat sebagai pejabat yang dapat membuat perjanjian-perjanjian
yang menyangkut perbuatan hukum mengenai tanah.'

Dalam perkembangannya peraturan mengenai jabatan yang mengemban
misi dan visi dalam pembuatan akta tanah banyak mengalami perubahan
sebagaimana sebelum dan sesudah dibahas pada latar belakang ini, pada mulanya
yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:

a) Notaris

b) Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria
yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan
peraturan Pendaftaran Tanah dengan persoalan peralihan hak atas tanah

c) Para pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas seorang penjabat

d) Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri

Agraria.

Permohonan untuk diangkat menjadi pejabat disampaikan kepada Menteri

Agraria dengan Peraturan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah."’

Selain itu juga diatur pada pasal berikutnya :

(1) Selama untuk suatu Kecamatan belum diangkat seorang penjabat, maka
asisten wedana / Kepala Kecamatan atau setingkat dengan itu (selanjutnya
dalam Peraturan ini disebut Asisten Wedana /Kepala Kecamatan), karena
jabatannya menjadi pejabat sementara dari Kecamatan itu.

(2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini berlaku pula dalam hal pejabat yang

diangkat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan.

3 Op.Cit.,hal.34
14 .
Op.Cit., hal 42

5 Ibid., Pasal 3.
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(3) Jika untuk kecamatan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini telah diangkat seorang pejabat, maka asisten wedana /Kepala
Kecamatan yang bersangkutan tetap menjadi pejabat, sampai ia berhenti
menjadi Kepala dari Kecamatan itu.'

Jadi jelaslah jika untuk Kecamatan yang belum ditunjuk seorang pejabat
secara khusus maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan karena jabatannya
(Ambsthalve) menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya tanpa memerlukan
Surat Keputusan Pengangkatan dari Menteri Agraria. Bilamana Asisten Wedana /
Kepala Kecamatan itu berhenti atau dipindahkan, maka dengan sendirinya
penggantinya menggantikannya pula sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah,
selain Asisten Wedana /Kepala Kecamatan tersebut di kemudian diangkat Pejabat
Pembuat Akta Tanah secara khusus, maka Asisten Wedana atau Kepala
Kecamatan tersebut tetap menjadi Pejabat disampingnya pejabat yang khusus
yang diangkat tersebut. Kalau kemudian Asisten Wedana atau Kepala Kecamatan
tersebut berhenti atau dipindahkan, maka penggantinya tidak lagi menjadi pejabat,
dalam hal tersebut maka semua protokol yang ada di serahkan dan dilanjutkan
oleh pejabat khusus yang telah diangkat dan bila lebih dari satu orang pejabat
maka yang memindahkan serta melanjutkan protokolnya akan ditunjuk
kemudian'’

Syarat-syarat untuk dapat di uji dan diangkat menjadi Pejabat Pembuat
Akta Tanah :'®
(1).yang dapat menempuh ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah :

a. Notaris

b. Wakil Notaris yang diangkat oleh Departemen Kehakiman

c. Bekas Pegawai tehnis Direktorat Jenderal Agraria yang oleh Panitia
dianggap cukup mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan
peraturan pendaftaran tanah dan persoalan peralihan hak atas tanah.

d. Sarjana-sarjana hukum bekas pegawai negeri

16 Ibid., Pasal 5
"7 Ibid.

® Op.cit.,Pasal 5
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e. Bekas pegawai Pamong Praja yang pernah menjabat sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah waktu masih bertugas sebagai camat
(2) Mareka yang oleh Panitia telah dinyatakan lulus dalam ujian tersebut dapat

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Menteri Dalam Negeri

c.q. Direktur Jenderal Agraria.

Batas usia Pejabat Pembuat Akta Tanah semula tanpa batas umur,
kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat
Pembuat Akta Tanah ditetapkan bahwa :

1. Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah berusia sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 6 huruf' b

2. Berhenti menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah karena telah
mencapai usia 65 (enam puluh lima ) tahun. Pasal 8 ayat (1) hurufb.

Sumpah Jabatan, pada mulanya sumpah jabatan tidak ada kewajiban
mengangkat Sumpah Jabatan, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1977 tentang Kewajiban mengucapkan Sumpah Jabatan bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah, bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat secara
khusus di depan Gubernur dan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala
Kecamatan di depan Bupati/Walikotamadya, dengan adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 pada Pasal 15 ayat (1) : Sebelum menjalankan jabatannya
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Sementara wajib
mengangkat sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya di daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
bersangkutan sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus dijabat oleh Kepala
Kantor Pertanahan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT. PPAT Khusus
bertugas melayani program-program tertentu bagi Negara sahabat, sesuai
pertimbangan dari Departemen Luar Negeri di bidang Pendaftaran Hak Atas
Tanah Kepunyaan Negara Asing. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1320 sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) Kewenangan Pejabat
Pembuat Akta Tanah berasal dari Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional, sehingga kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilihat dari 2
(dua) sumber yaitu : bidang hukum perdata untuk membuat akta-akta tanah seperti

jual beli, tukar menukar, hibah dan lainnya dan hukum bidang administrasi,dalam
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menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran yang menjadi tugas pokok
pemerintah. "

Daerah Kerja PPAT sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998, yaitu suatu wilayah kerja Kantor Pertanahan
Kabuapaten/Kota, Apabila suatu wilayah Kabupaten /Kota dipecah menjadi dua
atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam waktu satu tahun sejak
dundangkannya undang-undang tentang pembentukan Kabupaten /Kota yang
baru, maka PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semula harus
memilih satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan
bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai
satu tahun sejak dundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten/Kota yang baru terbentuk tersebut, daerah kerjanya PPAT yang
bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak Kantor PPAT yang
besangkutan. Dengan adanya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya
menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 2 berakibat terbaginya wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), yang pada akhirnya memicu pihak Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah
bereaksi atas Kebijakan yang diambil yang telah diputuskan oleh institusi Badan
Pertantahan Nasional Republik Indonesia karena kebijakan tersebut merugikan
Pejabat Pembuat Akta Tanah karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku dengan kata lain tidak terakomodirnya dengan peraturan yang sudah ada,
sehingga kegiatan yang sudah biasa dilakukan terhadap pengaturan wilayah kerja,
Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru dan penyerahan protokol
terkena akibatnya. Untuk itu hal-hal sebagaimana tersebut di atas menjadi pokok

permasalahan dalam pembuatan tesis saya ini.

" Dasar hukum kewenangan PPAT didasarkan pada pasal 6 ayat (2) PP No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala
Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997
ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda tangani akta yang
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk di daftar.
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1.2. POKOK PERMASALAHAN :

Adapun dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) ?

2. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) baru ?

3. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ?

1.3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis
Normatif dalam bentuk penelitian hukum yaitu penelitan yang  menentukan
berupa teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi dokumen dengan
mengumpulkan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, disamping wawancara
lansung dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber datanya dengan cara
mendatangi atau menghubungi langsung kepada informan yang mendukung topik
yang dibahas (Responden), sedangkan untuk bahan hukum skunder meliputi
buku-buku hukum, makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian penelitan tersebut.”’ Bertitik tolak dari rumusan masalah dan pengertian

tersebut, maka penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian yuridis

% Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), him.30
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normatif.”' Sebagai tambahan sebagaimana tersebut di atas sebagai data skunder
antara lain meliputi : buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan
majalah hukum, putusan-putusan hakim, kamus dan data bersifat pribadi dan
publik seperti akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan akta dokumen hukum lainnya sebagai dasar pendaftaran perubahan data
pendaftaran.?

Dengan menguraikan perihal Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran
Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bagi Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya , maka penelitian ini diarahkan
sebagai penelitian langsung dan kepustakaan (dokumentasi) hukum normatif.
Type Penelitian yang digunakan adalah yang bersifat dekriptif analitis.® Landasan
teori yang dipergunakan menggunakan data skunder, dan bahan hukum tersier.
Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dipandang dari sudut
tujuannya.

Setelah data sekunder terkumpul, dilakukan pengolahan analitis dan
konstruksi data yang dipisahkan dengan maksud untuk memberikan gambaran
mengenai Terbentuknya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Terhadap Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Kota Surabaya maka yang berkaitan dengan otoritas dan legalitas terhadap
wilayah kerjanya terutama instansi atau lembaga yang terkait di dalamya serta
memberikan kepastian hukumnya baik itu secara yuridis maupun ekonomis.

Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih bersifat deskriptif analitis.**

2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinargrafika, 1991),
hm I 14-15, menegaskan bahwa penelitian normatif meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi
hukum, perbandingan hokum dan sejarah hukum.

2 Valerine J.L. Kriekhoff et.al. Metode Penelitian Hukum, Buku A (Depok: Seri Buku
Ajar pada FHUI, 2000), hlm 53.

# Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia,
1986),hlm. 10

»* Defnisi analitis adalah : definisi yang yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi

sekaligus memberikan gambaran batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan cirri-ciri khas
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Landasan teori yang dipergunakan sepenuhnya menggunakan data skunder
yang mencakup bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan
tentang Pertanahan khususnya berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum yang
mengatur Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Terhadap
Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya
dan informan artinya sumber informasi yang berdasarkan wawancara kepada
orang yang mempunyai komptensi atau Pejabat yang berkepentingan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan hukum skunder, yaitu hukum-
hukum yang berkaitan dengan Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
bahan hukum skunder, serta hukum tersier untuk mengkaji bahan-bahan hukum
tersebut yaitu artikel-artikel dalam majalah, internet yang menyangkut kegiatan di
bidang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan-peraturan yang terkait di
dalamnya.SISTEMATIKA PENULISAN Bab I PENDAHULUAN di
dalamnya berisi : Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian,
Sistematika Penulisan Bab II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA Terbagi Dalam
Landasan Teori dan Yuridis Tentang Kantor Pertanahan, Kewenangan Kantor
Pertanahan yaitu Pembinaan P.P.A.T, Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap P.P.A.T, Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengertian Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT),Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Tugas
Pokok dan Kewenangan Pembuat Akta Tanah Tanggung Jawab Profesi Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT, Wilayah
atau Daerah Kerja PPAT, Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2
Alasan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Letak Geografis, Luas
Wilayah, Kependudukan, Jumlah dan Formasi PPAT di Kota Surabaya, Dasar
hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Analisa Permasalahan
Hukum, Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya

dari istilah yang ingin di definisikan , lihat soerjono soekonto, pengantar penelitian hukum, cet. 3
(Jakarta:UI Press, 1996), him.135
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2 Terhadap Wilayah Kerja PPA ?, Bagaimana akibat Pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Pelantikan PPAT yang baru ?
Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap
Penyerahan Protokol bagi PPAT yang berakhir masa jabatannya,Bab IIL
PENUTUP : Simpulan, Saran
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BAB 2

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

2.1. Landasan Teori dan Yuridis

2.1.1. Tentang Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan
Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan
pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum
pendaftaran Tanah.” Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya. Kantor Pertanahan merupakan instansi
vertikal dan berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
yang semuanya perpanjangan tangan pada satu garis komando
dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-Pusat).
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik

% Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah PP No. 24 tahun 1997
LN. No. 59 tahun 1997 Psl 1 (23).
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Indonesia dalam lingkungan wilayah Kota/Kabupaten, Dalam

Menyelenggarakan tugas Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

a) Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan, penguasaan,
penatagunaan , pengurusan hak-hak atas tanah serta
pengukuran dan pensertifikatan tanah.

b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan
penguasaan pefatagunaan, pengurusan hak-hak atas tanah,
pengukuran dan pensertipikatan tanah.

¢) Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga. 26

2.1.1.1. Kewenangan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
tahun 2006 Pasal 66 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat  Pembuat Akta Tanah, dalam rangka pembinaan dan
pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan
kebijakan berupa petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas
jabatan P.P.A.T. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia memberikan petunjuk kepada yang berkepentingan
menyangkut P.P.A.T. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap P.P.A.T. agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuan
dalam menjalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu
untuk memastikan pelayanan P.P.A.T. tetap berjalan sebagaimana
mestinya dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
P.P.A.T dalam menjalankan kode etik profesinya. 27

Kepala Kantor wilayah dalam rangka pembinaan dan

pengawasan juga menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan

*% Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
PMNA 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Psl 1 (15).

?” Sri Rachma Chandrawati, “BPN Siap Dikritik dan Siap Bermitra,”Renvoi (Pebruari

2008): 35

Universitas Indonesia



16

dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas
jabatan P.P.A.T. yang telah detetapkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu juga membantu melakukan
sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan
pertanahan atau petunjuk teknis di lapangan dan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara perioadik melakukan
pengawasan ke kantor P.P.A.T. guna memastikan ketertiban
administrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ke P.P.A.T.-an dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap hal tersebut, serta
membantu menyampaikan menjelaskan kebijakan dari peraturan
pertanahan dan petujunjuk teknis pelaksanaan tugas P.P.A.T. yang
telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
Peraturan perundang-undangan agar P.P.A.T. tidak
menyalahgunakan kewenangannya untuk mengurus akta di
masyarakat. ** Kepala Kantor Pertanahan juga memeriksa akta yang
dibuat P.P.A.T. yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang
tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran
haknya, serta Kepala Kantor Pertanahan melakukan pula
pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional P.P.A.T.
Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan staf yang membidangi
ke P.P.A.T. —an untuk melakasanakannya dengan menyertakan surat
tugas, untuk menghindari adanya penipuan yang mengaku sebagai
utusan dari Kantor Pertanahan setempat. Hasil pemeriksaan itu
dituangkan dalam risalah pemeriksaan dan ditanda tangani oleh

pemeriksa dan P.P.A.T yang bersangkutan.”’Demikinlah hal

28

“«

JK Minta BPN dan P.P.AT. permudah Rakyat Urus Tanah,”

http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun2007/bulan/08/tgl/30/time/122815/idnews.823

724/idkanal/10>, 30 Agustus 2007.

2007.

¥ “Pertanahan : P.P.A.T. wajib serahkan laporan
Bulanan,”http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007111000415522. 10 nopember

Universitas Indonesia



17

tersebut dilakukan demi ketertiban procedural sebagai bentuk

tanggung jawab hukum di kemudian hari.

2.1.1.2. Pembinaan P.P.A.T.

Pembinaan mengandung arti proses, perbuatan, cara
membina, pembaharuan dan penyempurnaan. Dalam kamus umum
Bahasa Indonesia, kata membina diberi arti membangun atau
mendirikan,”® misalnya dalam ungkapan-ungkapan : “berusaha

(13

keras untuk membina masyarakat dan “kita bersama-sama
membina Negara baru yang adil dan makmur.” Pembinaan menurut
Moekijat adalah

Segala  usaha  dan  kegiatan = mengenai  perencanaan,
pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi
pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara selektif dab
efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin.*'
Selanjutnya Miftah Toha menyatakan bahwa pembinaan adalah
suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik.**
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa
pembinaan suatu tindakan, usaha, kegiatan yang dilaksanakan
secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh hasil
semaksimal mungkin. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa pengertian pembinaan itu selalu mempunyai
konotasi jangkauan waktu yang panjang dan bersifat sebagai suatu
continuum yang abstrak.*®> Untuk itu pembinaan tersebut dilakukan

bukan sekedar hanya menjalankan tugas pokok administrasi saja

O WIS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasan Indonesia (Jakarta:P.N. Balai Pustaka,
1976), hal. 141.

' Moekijat, Tanya Jawab Asa asas-asas Manajemen (Bandung: C.V. Mandar
Maju,1989), hal.92

* Miftah Toha, Pembinaan organisasi proses Diagnosa Dan Intervensi (Jakarta: P.T.
Grafindo Persada, 1991), hal. 7

33 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Edisi Revisi, cet.ke.-2 (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1996). Hal. 173
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namun memberikan arahan apa yang dilakukan meminimalisir dari

kesalahan dan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.1.3. Pengawasan

Menurut Moekijat Pengawasan adalah kemampuan untuk
menjuruskan dan memberikan motivasi serta untuk mengetahui apa
yang sesungguhnya telah dilakukan dibandingkan dengan apa
yang harus dilakukan. Pengawasan mengandung pembuatan
standar untuk mengadakan perbandingan dan standar mengandung
pengukuran pekerjaan.34 Menurut Purnadi Purbacaraka dan
A.Ridwan Pengawasan adalah merupakan langkah lanjut yang
telah digariskan sejalan bersamaan dengan perizinan telah sedang
atau akan selaras dengan rencana maksud dan tujuannya atau
tidak.*

Atas dua pendapat tersebut menunjukan bahwa pengawasan
merupakan upaya untuk menjadikan hasil suatu pekerjaan dari
keadaan baik menuju yang lebih baik, dengan cara mencarikan
solusi atas keadaan sebelumnya untuk dilaksanakan sehingga
tercapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses
pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar upaya semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya .*°

Menurut Sarwoto, pengawasan secara eksplisit mempunyai

subyek yang melakukannya yaitu menejer, tolak ukurnya adalah

3 1bid., hal.57

3% Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria (Jakarta:
ghalia Indonesia, 1984), him.41.

%% Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1970), him.107.
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rencana yang detetapkan dan atau hasil yang dikehendaki atau
rencana yang pasti, >’

Dua hal yang prinsipil dari kedua pendapat tersebut adalah
pada intisari kegiatannya, Sondang P. penekanannya pada
pengawasan adalah proses atau sedang pengamatannya, sedangkan
pada Sarwoto penekanannya pada bagaimana agar pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Menurut pendapat Soekarno K. pengawasan pada intinya
adalah peroses yang menentukan dan apa yang harus dikerjakan
agar tercapai sejalan dengan rencana.”® Jadi penekanannya pada
proses yang akan menentukan apa yang dikerjakannya dan akan
menentukan tingkat keberhasilannya. Dari ketiga pendapat tersebut
pada intinya pengawasan tidak menunjukkan perbedaan yang
mendasar, Ketiganya bersifat dinamis aktif unsurnya pengendalian.

Menurut Sujamto pengawasan intinya adalah usaha atau
kegiatan untuk mengetahui dan menilai pernyataan yang
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan
semestinya atau tidak.*’

Pengawasan terbagi 2 (dua) bagian fungsi yang terdiri dari
kegiatan pengawasan yang dalam bentuk pemeriksaan dan kegiatan
bukan pemeriksaan. *° Hasil pengawasan tidak akan ada artinya
tanpa tindak lanjut. Tindak lanjut dalam bentuk pembinaan dan
bimbingan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan,

kekeliruan dan bila ada penyimpangan tidak seseuai presedural.”!

hlm.93,

37 Sarwoto, Dasar-dasar organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),

¥ Soekarno K., Dasar-dasar Management (Jakarta: Penerbit “MISWAR”,1968),him.107.

" Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Edisi Revisi, cetke-2

(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), him.19.

* Sujamto, Norma dan Etika Pengawasan (Jakarta:Sinar Grafika, 1987), hlm.13.

*' H. Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah

(Jakarta:Erlangga, 1989), hlm.67.
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Tindak lanjut dapat bersifat korektif atau preventif dan dapat pula
berupa tindakan reperesif.*
2.1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap P.P.A.T

Menurut Pasal 65 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dilakukan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas P.P.A.T. oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Sebenarnya kegiatan
pembinaan dan Pengawasan terhadap P.P.A.T tersebut sudah
berlangsung lama sejak adanya peraturan pemerintah Nomor 10
tahun 1961 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 40 angka 2 yang
berisi bahawa Menteri Agraria menunjuk petugas yang harus
mengawasi pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Petugas
yang dimaksud adalah P.P.A.T, pada saat berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah adalah
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang sekarang disebut Kepala
Kantor Pertanahan.

Dalam  Penilaiannya  didasarkan pada Kesesuaian
pelaksanaan pengawasan pada Kantor Pertanahan yaitu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diperlukan faktor-
faktor antara lain :

1) Intensitas Pembinaan dan Pengawasan, Instensitas adalah

keadaan (tingkat dan ukuran) mendalamnya pelaksanaan

“2 1bid., him. 122.
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pembinaan dan pengawasan. Tingkat dan Ukuran yang
dimaksud berpedolaman pada peraturan Pembinaan dan
Pengawasan.

Mekanisme Pola Pembinaan dan Pengawasan, Mekanisme
adalah cara suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya)
yang terkait satu sama lain sebagaimana mesin (kalau yang satu
bergerak maka yang lain ikut bergerak). Demikian pula yang
diterapkan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pola
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Kemampuan = Membina  adalah  kemampuan  dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemahaman
terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemampuan
dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Koordinasi, Koordinasi adalah perihal mengatur suatu
organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan
dan tindakan-tindakannya yang akan dilaksanakan tidak saling
bertentangan atau simpang siur. Menurut Sujamto, bahwa
koordinasi adalah tindakan yang mengupayakan keserasian dan
keberhasilan langkah serta proses dalam suatu pekerjaan
dengan sasaran utama efisiensi dan optimalisasi hasil.
Koordinasi yang dilaksanakan tentunya antara pihak
pembinaan dan pihak yang dibina dan bukan dimaksudkan
untuk menghilangkan fungsi pengawasan, akan tetapi kejelasan
tentang aturan yang akan diterapkan dalam hal pembinaan dan
pengawasan.

Tujuan pengawasan selain untuk mewujudkan ketaatan
terhadap prinsip-prinsip organisasi, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kebijaksanaan dan prosedur kerja yang
telah ditetapkan, juga untuk menertibkan pelaksanaan tugas

sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang telah
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digariskan.*’Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan
semata tetapi untuk membantu para pelakasana mengatasi
kesulitan-kesulitan dan  menghilangkan faktor-faktor
penghambat dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan dalam arti
luas meliputi pemberian petunjuk, pemeriksaan, pengusutan,

dan penindakan.

2.1.2. Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
2.1.2.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.)

Yang dimaksud PPAT menurut Prof Boedi Harsono adalah:
“ suatu jabatan (ambt) dalam tata susunan hukum agrarian
Nasional kita, khususnya hukum yang mengatur pendaftaran
tanah, dapat diartikan juga, “orang” yang menjabat jabatan
tersebut”. Sebutan Pe(n)jabat Pembuat Akta Tanah untuk
pertama kali di jumpai pada peraturan Menteri Negara Agraria
Nomor 11 Tahun 1961 tentang bentuk akta, Peraturan Menteri
tersebut di awali dengan pernyataan kehendak : “Menetapkan
bentuk akta-akta yang harus dibuat oleh seorang Penjabat
Pembuat Akta Tanah,” sebagai dimaksud pada Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran
Tanah. * Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1961 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah dan seterusnya harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (PPAT). Pada Pasal 1 angka
(24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang arti Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah

Pejabat Umum yang diberi Kewenangan untuk membuat akta-

* Victor M. Simatupang dan jusuf juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, cet.ke-2(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), him.9-10.

* Harsono, op.cit.,hal.5
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akta tanah tertentu. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Pengertian P.P.A. T adalah pejabat Umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun.Dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Pasal 1 berbunyi :
“Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut P.P.A.T
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun”.
2.1.2.2.Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T)
Kedudukan P.P.A.T (dahulu pejabat balik nama) tidak lain
adalah hasil dari produk politik hukum tanah pada zamannya
dengan penempatan P.P.A.T (pejabat balik nama) yang tercermin
atau terwujud berdasarkan sumber kewenangan P.P.A.T yang
berasal dari pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
Secara Historis dan Politik, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (P.P.A.T) sampai saat ini masih terus dipertahankan,
sebagimana dirumuskan kembali dalm Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
P.P. AT, dimana P.P.A.T dan Badan Pertanahan Nasional
mempunyai hubungan fungsional satu sama lain dalam kaitannya
dengan pendaftaran tanah, hal ini dibuktikan dari pasal 6 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh P.P.A.T dan Pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
menurut Peraturan Pemerintah ini  dan Peraturan
Perundang-undangan yang bersngkutan.”
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Maksud pasal ini tidak lain bahwa Kantor Pertanahan dalam
melaksanakan pendaftaran tanah akan mendapat bantuan atau
dukungan dari pejabat-pejabat khusus seperti P.P.A.T, juru
lelang, Panitia Ajudikasi dan lainnya, agar supaya pendaftaran
tanah tersebut berhasil dengan baik. Bentuk bantuan yang dapat
dilakukan P.P.A.T yaitu dalam pembuatan akta-akta tanah dan
ikut berpartisipasi dalam pemuktahiran data yuridis yang ada di
Kantor Pertanahan dengan cara kewajiban P.P.A.T untuk
menyampaikn secara tertib dan periodik semua akta-akta
P.P.A.T. kepada Kantor Pertanahan yang berwenang dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta,
dan lain-lain dukungan yang dapat diberikan P.P.A.T dalam
bidang pelaksanaan pendaftaran tanah sejauh hal tersebut
termasuk tugas P.P.A.T.*

Jadi kedudukan P.P.A.T setelah berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 1998 dapat diuraikan sebagai berikut : Pasal
Ibutir, berbunyi :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut P.P.A.T,
adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk
membuat akta otentik mengenai perbuatan hokum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun.”

Pasal 4 ayat (1), (2) berbunyi :

(1) “P.P.A.T hanya berwenang membuat akta mengenai
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
yang terletak di dalam daerah kerjanya.”

(2) “Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam
perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai

* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 40 ayat (1) berbunyi : selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganiny akta yang bersangkutan, P.P.A.T
wajib menyamapaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada
Kantor Pertanahan untuk di daftar.
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beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan
RumahSusun yang tidak semuanya terletak di dalam
daerah kerja P.P.A.T. yang daerah kerjanya meliputi
salah satu bidang tanah atau satuan ruamah Susun yang
tidak semuanya terletak di dalam daerah kerjanya
meliputi salah satu bidang tanah Satuan Rumah
Susunyang haknya menjadi obyek perbuatan hokum
dalam akta”.

Perbuatan hukum  yang mencakup kewenangan P.P.A.T

sebagaiman telah disebutkan atau dibahas pada Bab I Latar

Belakang Permasalahan tesis ini, namun akan dibahas kembali.

2.1.2.3. Tugas

Pokok dan Kewenangan Pembuat Akta Tanah

(P.P.A.T)
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Pasal 2

berbunyi yaitu:

(1).“P.P.A.T. bertugas Pokok melaksanakan sebagian

2)

kegiatan Pendaftaran tanah dengan membuat akta

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Perbuatan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut :

a. jual beli;

b. Tukar menukar;

c. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. pembagian hak bersama;

f. pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas
tanah hak milik;

. pemberian Hak Tanggungan;

. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan

j=plije]

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh P.P.A.T dan pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
menurut Peraturan Pemerintah ini, dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.”
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Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 yang
berbunyi :

“P.P.A.T hanya berwenang membuat akta mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
terletak di dalam daerah kerjanya.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3 yang
berbunyi :

(1) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 seorang PPAT mempunyai
kewenangan membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2)
mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun “

(2) “P.P.A.T. khusus hanya berwenang membuat akta
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus
dalam penunjukannya.

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 2 berbunyi :

”P.P.A.T. bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Pasal 3 berbunyi :

(1) “P.P.A.T. mempunyai kewenangan membuat akta
tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam daerah kerjanya.”

(2) “P.P.A.T sementara mempunyai kewenangan
membuat akta tanah yang merupakan akta otentik
mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan
daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya.”

(3) “P.P.A.T Khusus hanya berwenang membuat akta
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara
khusus dalam penunjukannya.”

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 2 berbunyi :

"P.P.A.T. bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Pasal 3 berbunyi :

(4) “P.P.A.T. mempunyai kewenangan membuat akta
tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam daerah kerjanya.”

(5) “P.P.A.T sementara mempunyai kewenangan
membuat akta tanah yang merupakan akta otentik
mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan
daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya.”

(6) “P.P.A.T Khusus hanya berwenang membuat akta
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara
khusus dalam penunjukannya.”
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2.1.2.4. Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Tanggung jawab yang diemban P.P.AT  sangat besar
dalam memberikan kepastian hukum tanah kepada masyarakat,
sebab akta yang dibuat oleh P.P.A. T mengenai pebuatan hukum
tertentu tertutama tentang hak atas tanah dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun merupakan alat bukti dan dijadikan
sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Untuk melaksanakan
tugas pokoknya sebagai pembuat akta perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah dan hak milik atas Satuan Rumah
Susun, seorang P.P.A.T mempunyai kewenangan membuat akta
otentik mengenai perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas
tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam daerah kerjanya. Akta yang dibuat oleh P.P.A.T adalah
akta tanah. Yang dimaksud dengan akta tanah adalah akta yang
membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum tertentu
di bidang hukumTanah*®. Bentuk tanggung jawab adalah :

a. Tanggung jawab profesi P.P.A.T secara moral berkaitan
dengan etika atau tingkah laku P.P.A.T itu sendiri baik di
dalam maupun diluar jabatannya. Mengenai etika itu sendiri
diatur oleh suatu organisasi porfesi yang berkaitan dengan
profesi P.P.A.T yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (selanjutnya disebut I.LP.P.A.T ). .LP.P.A.T tersebut
mengatur ketentuan mengenai kode etik bagi P.P.A.T. Pada
dasarnya tanggung jawab P.P.A.T. secara hukum, dapat
dikatakan, merupakan tanggung jawab P.P.A.T dalam
melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta yaitu :

* Boedi Harsono, PPAT, Akta PPAT, dan permasalahannya, makalah Temu Ilmiah

Mahasiswa Notariat se Indonesia,Chandra Wilwatikta, Pandaan, jawa timur ,25-6 Agustus 1989,

hlm.2
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kewajiban P.P.A.T sebelum membuat akta, pada saat
pelaksanaan membuat akta dan sesudah membuat akta, pada
saat pelaksanaan membuat akta dan sesudah membuat akta,
kewajiban P.P.A.T ini diatur dalam PP 24/1997.
Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indoneisa Nomor 3 tahun 1997, PP 37 1998, Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2006. Kongres Pertama I[.P.P.A.T yang
diselenggarakan di Bandung pada tahun 1997 menghasilkan
Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya
disebut Kode Etik Profesi P.P.A.T) dimana dalam pasal 1
Kode Etik tersebut dinyatakan bahwa kode etik Profesi
adalah aturan-aturan yang merupakan panduan yang harus di
taati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah maupun sikap
batiniah baik dalam rangka menjalankan profesi maupun
dalam tingkah laku sehari-hari.*’ Ketentuan Kode Etik
Profesi P.P.A.T mengatur kewajiban maupun larangan serta
sanksi yang dapat diberikan kepada P.P.A.T apabila
ketentuan tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan. Dalam
Pasal 7 ayat (1) Kode Etik tersebut disebutkan mengenai
sanksi yang dapat diberikan kepada seorang P.P.A.T apabila
kode etik yang telah dilanggar yaitu antara lain dikenakan
teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari ke
anggotaan [P.P.A.T dan pemecatan dari keanggotaan
[LP.P.A.T. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2) kode etik
tersebut disebutkan bahwa pengenaan sanksi-sanksi tersebut
disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran yang
dilakukan anggota. Hasil Kongres II LP.P.A.T  yang
diselenggarakan di Denpasar Bali tanggal 7-8 September

tahun 2000 telah mengesahkan perubahan anggaran dasar

*" Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Kongres I IPPAT di Bandung, 1997.
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LP.P.AT yang di dalam salah satu ketentuannya

menyebutkan bahwa kode etik di atur secara tersendiri dan

disahkan oleh kongres untuk memelihara martabat P.P.A.T.

Sedangkan di dalam Pasal 20 disebutkan terlaksananya Kode

Etik P.P.A. T dibentuk oleh Dewan Kehormatan yang terdiri

dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan

Daerah®®. Dewan Kehormatan ini berfungsi untuk mengawasi

P.P.A.T dan berwenang untuk mengadili setiap anggota

LLP.P.A.T yang telah terbukti telah melakukan pelanggaran

kode etik yang telah ditetapkan organisasi I.LP.P.AT itu

sendiri. Selain itu P.P.A.T mempunyai kewajiban antara lain
adalah :

1. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebelum
membuat Akta , Kewajiban membuat akta antara lain
diatur dalam :

1.1. Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasiomal

Nomor 3 /1997 :

a. Sebelum  melaksanakan =~ Pembuat  Akta
mengnenai pemindahan atau pembebanan hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, P.P.A.T wajib terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai
kesesuain Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan setempat denga
memperlihatkan sertipikat asli.

b. Pemeriksaan sertipikat tersebut dilakukan untuk
setiap pembuatan akta oleh P.P.A.T, dengan

ketentuan bahwa untuk pembuatan akta

* Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kongres 11 IPPAT di Denpasar Bali, tanggal 7-8 September 2000
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pemindahan atas pembebanan hak atas tanah
atas bagian-bagian tanah hak induk dalam
rangkat pemasaran hasil pengembangan oleh
perusahaan real estate, kawasan industry dan
pengembangan  sejenis cukup  dilakukan
pemeriksaan sertipikat induk satu kali, kecuali
apabila P.P.A.T yang bersangkutan menganggap

perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

1.2. Pasal 99 ayat (1) Permenag/Kepala BPN 3/1997:

1.3.

Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak
atas tanah, calon penerima hak harus membuat
pernyataan yang menyatakan :

bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak
tersebut menjadi pemegang hak atas tanah yang
melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta juga tidak menjadi pemegang
hak atas tanah absentee (gunatae) menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.
Pasal 100 ayat (1) Permenag/Kepala BPB 3/1997;
P.P.A.T menolak membuat akta P.P.A.T mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan
tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari
orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam
sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan
kepada pihak yang berajib,surat gugatan ke
pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan
pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, Surat keberatan kepada pemegan hak
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serta dokumen lain yang membuktikan adanya
sengketa tersebut.
2.1.2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian P.P.A. T
a. Pengangkatan P.P.A.T

Sesuai Pasal 5 PP 37/1998, seorang P.P.A.T diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri.

Menurut pasal 6 PP 37/1998, syarat untuk dapat diangkat

menjadi P.P.A.T adalah :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun;

3. Berkelakuan baik dengan bukti surat keterangan yang
dibuat oleh instansi Kepolisian setempat;

4. Belum pernah dihukum Penjara;

5. Sehat jasmani dan Rohani;

6. Lulus Program Pendidikan Spesialis notariat atau
pendidikan khusus P.P.A.T yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan tinggi;

7. Lulus ujian diselenggarakan yang oleh Kantor Menteri

Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional.

Setelah mengikuti ujian P.P.A.T dan dinyatakan lulus
kemudian mengajukan permohonan pengangkatan sebagai
PP.AT kepada Menteri. Kemudian P.P.A.T akan
memperoleh Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional.” Sebelum menjalankan jabatannya,
Para P.P.A.T diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau
janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Tujuan pengucapan sumpah atau janji tersebut adalah agar
para P.P.A.T yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas,

wewenang dan kewajiban mereka itu jujur , rajin dan tertib

¥ Ibid., pasal 16.
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serta penuh rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa,

Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.”

. Pemberhentian P.P.A.T

Menurut Pasal 8 PP 37/1998, P.P.A.T berhenti menjabat

sebagai P.P.A.T karena :

1. Meninggal dunia, atau

2. Telah mencapai usia 65 (enam Puluh Lima) tahun, atau

3. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau
melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat
kedudukan di Kabupaten / Kotamdya Daerah Tingkat II
yang lain dari daerah kerjanya sebagai P.P.A.T, atau

4. Diberhentikan oleh Menteri.

Untuk berhenti karena sebab-sebab yang disebutkan
pada point 1,2 dan 3 di atas, P.P.A.T yang bersangkutan
berhenti dengan sendirinya sebagai P.P.A.T dan untuk itu
tidak perlu dibuatkan keputusan pemberhentiannya, dan
P.P.A.T yang besangkutan tidak berhak lagi membuat
akta sejak terjadinya peristiwa pada point 1, 2, dan 3
tersebut.

Bagi P.P.A.T yang diberhentikan oleh Menteri atau
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan
Keputusan Menteri dan P.P.A.T yang diberhentikan dari
jabatannya tersebut, tidak berwenang lagi membuat akta
P.P.A.T sejak tanggal berlakunya  Keputusan
pemberhentian yang bersangkutan.

Pemberhentian P.P.A.T ada 3 (tiga) macam, yaitu :
1. P.P.A.T diberhentikan dengan hormat (pasal 10 ayat 1
PP 37/1998)

1.1. Permintaan sendiri .

’? Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983),

hlm 15-20.
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P.P.A.T yang berhenti atas permintaan sendiri
dapat diangkat kembali menjadi P.P.A.T untuk daerah
kerja lain dari pada daerah kerjanya semula jika
formasi P.P.A.T untuk daerah kerjanya semula jika
formasi P.P.A.T untuk daerah kerja tersebut belum
penuh, dan untuk itu P.P.A.T bersangkutan tidak
memerlukan pengulangan proses atau syarat-syarat
pengangkatan pertamanya yang diatur dalam pasal 6
PP 37/1998.

1.2. Tidak mampu.

Dalam artian tidak mampu lagi menjalankan
tugasnya yang dikarenakan alasan kesehatan yang
dinyatakan oleh tim kesehatan atau dokter yang dalam
bidangnya yang berwenang atas permintaan Menteri
atau pejabat yang lainnya.

1.3. Pelanggaran

Melakukan Pelanggaran ringan terhadap larangan
atau kewajiban sebagai P.P.A.T, Dalam hal ini
PP.A.T yang bersangkutan terlebih dahulu diberi
kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada
Menteri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

1.4. Rangkap Jabatan
Diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil atau ABRI.

. P.P.A.T diberhentikan dengan tidak hormat

(Pasal 10 ayat (2) PP 37/1998).

a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan
atau kewajiban sebagai P.P.A.T. dan dalam hal ini
P.P.A.T yang bersangkutan terlebih dahulu diberi
kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri
kepada Menteri.

b. Dijatuhi hukuman/penjara karena melakukan

kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan
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hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun
atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Melanggar kode etik Profesi (Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2006).

P.P.A.T diberhentikan untuk Sementara (Pasal 11

PP 37/1998)

Hal ini berlaku bagi semua P.P.A.T karena
sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai suatu
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih dan
pemberhentian sementara itu berlaku sampai ada
keputusann pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dan selama pemberhentian
sementara itu, pekerjaan P.P.A.T dapat dilaksanakan
oleh P.P.A.T Pengganti. Bila berhenti P.P.A.T wajib
menurunkan papan namanya.

Wilayah atau Daerah Kerja P.P.A.T

Daerah Kerja P.P.A.T tercantum dalam pasal
12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998, yaitu satu wilayah Kerja Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota . Apabila suatu wilayah
Kabupaten /Kota dipecah menjadi dua atau lebih
wilayah Kabupaten / Kota, maka dalam waktu satu
tahun sejak di undangkannya Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten/Kota yang baru, P.P.A.T
yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semula
harus memilih satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai
daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila
pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya,
maka mulai satu tahun sejak diundangkannya undang-

undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang
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baru tersebut, daerah kerja P.P.AT yang
bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota
letak Kantor P.P.A.T yang bersangkutan.

P.P.A.T yang memilih daerah kerja yang tidak
meliputi  letak kantornya perlu memindahkan
kantornya ke dalam daerah kerjanya yang baru. Hal
ini memberikan kemudahan kepada P.P.A.T untuk
memilih salah satu wilayah kerjanya dan jika tidak
memilih maka di tempat mana dia bertugas semula
disitulahdi anggap sebagai tempat kedudukannya.

Masa peralihan yang lamanya satu tahun,
P.P.A.T yang bersangkutan berwenang membuat akta
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah  Susun yang terletak di  wilayah
Kabupaten/Kota yang baru maupun yang lama. Jika
P.P.A.T tidak memilih salah satu daerah  kerja
tersebut dalam tenggang waktu satu tahun memilih,
maka dianggap P.P.A.T tersebut telah memilih daerah
kerja yang lama dan atas daerah kerja lainnya setelah
satu tahun tidak berwenang.”’

Untuk daerah kerja P.P.A.T sementara
meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah
yang menjadi dasar penunjukannya.

Daerah kerja bagi P.P.AT dan P.P.A.T
Sementara berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah pengaturannya sama persis
dengan penetapan daerah kerja P.P.A.T dan P.P.A.T
Sementara yang ada pada pasal 5 Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

°! A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Bandung : CV. Mandar Maju,
1999), him. 194.
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Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Praturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor
37 tahun 1998.

P.P.A.T harus memilih daerah kerjanya, ada
penambahan dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2006, pada pasal 6 diatur bahwa apabila Kantor
Pertanahan untuk wilayah pemekaran masih
merupakan kantor perwakilan, terhadap P.P.A.T yang
memilih daerah kerja asal atau daerah kerja
pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan
akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk dalam
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak di
undangkannya undang-undang pembentukan
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. P.P.A.T yang
diangkat dengan daerah kerja Kabupaten/Kota belum
terbentuk, maka P.P.A.T yang bersangkutan hanya
berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai
dengan pengangkatannya.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, disebutkan bahwa formasi P.P.A.T ditetapkan
oleh Menteri. Apabila formasi P.P.A.T untuk suatu
daerah kerja P.P.A.T sudah terpenuhi,maka menteri
menetapkan  wilayah  kerja  tersebut tertutup
pengangkatan P.P.A.T

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, berbunyi :

“(1) Formasi atau kebutuhan dan pengadaan
P.P.A.T ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional untuk setiap daerah kerja P.P.A.T dengan
mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

a. Jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota
bersngkutan,
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b. Tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

c. Tingkat  perkembangan ekonomi daerah
bersangkutan,

d. Jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai
di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,

e. Jumlah P.P.A.T yang sudah ada disetiap daerah
kabupaten/kota yang bersangkutanl;

f. Lain-lain fakor yang dianggap penting oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasioanal Republik
Indonesia.”

2.2. PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
MENJADI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 2

2.2.1. Alasan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

2.2.1.1. Letak Geografis Kota Surabaya

Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur,
yang terletak di tepi pantai Timur wilayahnya berbatasan
dengan selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo
di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat, Kota Surabaya
berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3-6 M di atas
permukaan laut kecuali di bagian selatan terdapat 2 bukit yaitu
daerah lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25-50 M di
atas permukaan Laut dan di bagian Barat sedikit
bergelombang terdapat kalmias, yakni satu dan dua pecahan
sungai berantas. Secara Geografis Kota Surabaya mempunyai
temperature rata-rata Minimum 23.3°C  dan maksimum
35,2°C, Lokasi Kota Surabaya berada pada Koordinat 07° 9
menit - 07° 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112° 36 Menit
- 112° 54 menit BT (Bujur Timur).

>? Indonesia, Peraturan Kepala Badan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ps.7
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2.2.1.2. Luas Wilayah Kota Surabaya

Surabaya dengan julukan kota pahlawan ini
merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utara
wilayah Indonesia Timur dengan segala potensi, fasilitas dan
keunggulan geografisnya tersebut memiliki potensi, fasilitas
dan Luas Kota Surabaya 333.063 M2 dengan jumlah 31
Kecamatan dan 160 Desa/Kelurahan keunggulan dibidang

ekonomi yang sangat besar.”

Batas Wilayah : Sebelah Utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Peta Kota Surabaya

S3hitp://www.Surabaya.go.id
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Wilayah Kota Surabaya Meliputi 31 Kecamatan yaitu :>*

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Kecamatan Tegalsari
Kecamatan Simekerto
Kecamatan Genteng
Kecamatan Bubutan
Kecamatan Gubeng
Kecamatan Gunung Anyar
Kecamatan Sukolilo
Kecamatan Tembaksari
Kecamatan Mulya Rejo

10. Kecamatan Tenggilis Mejoyo

11. Kecamatan Benowo

>* http://bpnjatim.wordpress.com/2008/03/23/pelayanan.kantorpertanahan.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21

Kecamatan Asemrowo
Kecamatan Sukomanunggal
Kecamatan Tandes
Kecamatan Sambekerep
Kecamatan Lakar Santri
Kecamatan Bulak
Kecamatan Kenjeren
Kecamatan Semampir

Kecamatan Pabean Cantikan

. Kecamatan Kerembangan
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kecamatan Wonokromo
Kecamatan Wonocolo
KecamatanWiyung
Kecamatan Karangpilang
Kecamatan Jambangan
Kecamatan Gayungan
Kecamatan Dukuh Pakis

Kecamatan Sawahan

30.Kecamatan Pakal

31.Kecamatan Rungkut

Pembagian Kecamatan Per Wilayah :

Surabaya Pusat
o Tegalsari
o Simokerto
o Genten
o Bubutan

e Surabaya Timur

o Gubeng
o Gunung Anvar

o Sukolilo

o Tambaksari

o Mulyorejo

o Rungkut

o Tenggilis Mejoyo

 Surabaya Barat

o Benowo
o Pakal

41
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o Asem Rowo
o Sukomanunggal
o Tandes

o Sambikerep
o Lakarsantri

e Surabaya Utara

o Bulak
o Kenjeran

o Semampir
o Pabean Cantikan

o Krembangan

e Surabaya Selatan

o Wonokromo
o Wonocolo

o Wiyung

o Karang Pilan
o Jambangan
o Gayungan

o Dukuh Pakis
o Sawahan™

2.2.1.3. Kependudukan
jumlah  penduduk =+

42

dengan kepadatan

8,304,5/Km2,Pada tahun 20011 Struktur Tanah terdiri atas Tanah

Aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian Barat terdapat

perbukitan yang mengandung kapur tinggi, Secara Topografi 80% dataran

rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3%, 20% perbukitan dengan

gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15 %.

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan kebudayaan,

ada etnis cina, India, Arab, Eropa, dan Etnis Nusantara hal ini dapat

dijumpai seperti etnis Madura, Batak, Sunda, Kalimantan, Bali, Sulawesi

dan lain sebagainya, Masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli

56
dan orang Madura.

5!

> www.surabaya.go.id

*® http://www.Surabaya.go.id.
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2.2.14. Jumlah PPAT di Kota Surabaya

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemeritanh Nomor 37
tahun 1998 Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Tanah adalah : “jumlah
maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja”.
Jo. Pasal 7 angka (1) faktor-faktor tersebut adalah Jumlah
a. Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota,
b.Tingkat Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak Milik Atas Tanah,

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,

c. Tingkat Perkembangan Ekonomi,
d. Jumlah Permohonan untuk diangkat sebagai PPAT di daerah
Kabupaten/Kota dan lain-lain. Pada Ayat 2 nya : huruf a. Formasi pada
kabuapaten tertentu diperuntukan bagi PPAT yang pernah menjabat.
Huruf b formasi jabatan pada daerah Kabupaten/Kota diperuntukan bagi
pengangkatan pertama kali atau yang pernah menjabat, pada angka 4
formasi PPAT yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali, Untuk
Jumlah PPAT yang ada sampai bulan Desember Tahun 2011 berdasarkan
Rekap atau data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia sebanyak 249 PPAT/ Notaris ditambah dengan 3 orang Pejabat
Pembuat Akta Sementara yang jumlah keseluruhannya berjumalah 252
(daftar terlampir). PPAT tersebut semua masih jauh dalam mendekati

pensiun.

2.2.1.5. Dasar Hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota

Surabaya

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dibutuhkan
penyesuaian dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas di bidang
pertanahan di Kota Surabaya untuk itu diapandang perlu melakukan
pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Pemekaran
Kantor Pertanahan tersebut perlu ditetapkan berdasarkan pasal 1 ( 1)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2008
tentang Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya jo. Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
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2009 tentang Pemekeran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi
Jawa Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2009 dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/794/M.PAN/2/2009 tanggal
20 Februari 2009 perihal usulan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasioanl Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang perubahan
atas peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya di Provinsi Jawa Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 24
Nopember 2010. Dalam hal tersebut menimbang bahwa dalam rangka
efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan di
kota Surabaya dipandang perlu melakukan perubahan wilayah kerja
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 2. Perubahan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional
dimaksud adalah untuk merubah pada pasal 2 nya saja pada Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tentang
Pemekeran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur ,
yaitu pertukaran wilayah kerja pada kecamatan semula ada di wilayah
kerja kantor Pertanahan kota Surabaya 1 yaitu Kecamatan Pabean
Cantikan dan Kerembangan. sedangkan Kota Surabaya 2 wilayah kerja
Kecamatan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal
Rebublik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 yaitu wilayah kerja PPAT
Kecamatan yaitu Tegal sari, Wonokromo dan Wonocolo, dengan
adanya Keputusan perubahan Kepala Badan Pertanahan Nasioanl
Republik Indonesia adalah dengan pertimbangan tersebut dimana
wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah cendrung dekat kepada
Kantor Pertanahan setempat di Kedua Kantor Pertanahan yang tersebut.
Pembagian Kantor Pertanahan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di
Provinsi Jawa Timur, adalah :

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.
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Wilayah  Kerja  Kantor Pertanahan

(15 Kecamatan) yaitu :
1. Karangpilang
Sawahan

Tandes

Lakarsantri
Gayungan
Jambangan

Dukuh Pakis
Wiyung

 ® N v kWD

Asemrowo

—_
=]

. Sukomanunggal

. Pakal

—_ =
N =

. Sambikerep

—_
(8]

. Benowo

._
A

. Tegalsari

—_
W

. Wonokromo
16. Wonocolo.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2

Kota

45

Surabaya 1.

Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2. Meliputi 16

Kecamatan yaitu :
1. Genteng
Bubutan
Simokerto
Semampir
Kenjeran
Bulak
Tambaksari

Gubeng

A AR O i

Rungkut

10. Tenggilis Mejoyo
11. Gunung Anyar
12. Sukolilo
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13. Mulyorejo
14. Pabean Cantikan
15. Krembangan

ANALISA TERHADAP PERMALASAHAN HUKUM

2.3.1. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2
Bagaimanakah akibatnya bagi wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

Sehubungan dengan hal tersebut hingar bingar pada Konferensi
Wilayah Kerja IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Provinsi
Jawa Timur yang telah menghadirkan Narasumber dari Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional jawa Timur yaitu Bapak Sunu Duto
Widyomarmo, SH., M.Kn, yang megatakan bahwa “dalam waktu dekat
akan ada surat yang meminta PPAT Kota Surabaya untuk memilih
wilayah kerja satu diantara dua Kantor Pertanahan di Kota Surabaya.
Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu
wilayah kerja Kantor Pertanahan.”’

Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi kantor
pertanahan kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya2
pembentukannya berdasarkan PerKBPN Nomor 9 tahun 2009 yang
judulnya perwakilan tetapi isinhya mengenai pemekaran kantor
pertanahan, kalau perwakilan tidak terbentuk kantor peratanahan kota
Surabaya 1 dan kantor pertanahan kota Surabaya 2 tetapi kalau
pemekaran bisa terbentuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Belum ada ketentuan yang

57 http://notarisinteraktif. wordpress.com/2011/06/22/ppat-kota-surabaya
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menyatakan dalam satu Kabupaten / Kota terdapat 2 Kantor Pertanahan
dan tidak seharusnya ketentuan tersebut menggunakan Peraturan Kepala
Badan tetapi setingkat dengan undang-undang sebagaimana tersebut
dalam Pasal 13 (daerah kerja PPAT) Peraturan Pemeintah Nomor 37
Tahun 1998. >*

Disamping hal-hal yang secara yuridis telah disebutkan di atas
namun akibat yang lainnya yang dalam Masa transisi yang dihadapi
PPAT sampai sekarang, dinyatakan dalam Pertemuannya dengan Ketua
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Timur
dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur pada tanggal 3 Nopember 2011, mengatakan bahwa:”
Kebijakan Pemekaran Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan tidak
menggunakan Peraturan Pelaksanaan dari Kepala Badan Pertanahan
Nasional tetapi hanya berdasarkan Petunjuk pelaksanaannya saja,
IPPAT berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 37/1998 pada
pasal 12 (1) yang berbunyi : Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah
kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, yang bermakna adalah
wilayah kerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya setempat jadi
bukan pada pemekaran kantor pertanahannya, ketidaksiapan PPAT untuk
melakukan pemilihan wilayah kerja di karenakan harus memilih wilayah
kerja dan memilah dokumen, warkah, arsip yang secara administrasi
harus segera dipisahkan dari wilayah kerja pembuatan Akta Tanah,
selain karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya-biaya yang tak
terduga.”” Hal-hal lain yang menjadi Kendala dalam proses pemilihan
wilayah kerja adalah:

Merepotkan PPAT karena ada jeda waktu lokasi kantor yang berbeda,
maksudnya adalah pada saat yang sama pekerjaan yang berkaitan dengan

administrasi pertanahan dalam hal pendaftaran tanah, peralihan hak

¥ Renvoi, “Mengesampingkan SK Kepala BPN?”, Majalah Berita Bulanan Notaris,
PPAT, Pertanahan & Hukum (3 Desember 2011), him.56

**Hasil wawancara dengan Bambang Heru, selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Timur, 3 Nopember 2011.

Universitas Indonesia



48

pembebanan hak dan laporan bulanan ke PPAT-an pada lokasi yang
berbeda tentu memakan waktu dalam perjalanan menuju Kantor
Pertanahan Surbaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2. Untuk itu
maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangannya bagi
PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan
Kota Surabaya2 terbentuk yaitu : ®° Membantu PPAT karena lokasi
jaraka kantornya yang lebih dekat dengan kantor Pertanahan kota
Surabaya 1 dan kantor Pertanahan kota Surabaya 2.°!

PPAT bermohon blanko akta PPAT pada 2 Kantor Pertanahan
dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga
berdampak buruk pada ke 2 Kantor Pertanahan tersebut yaitu tidak dapat
mengontrol kebutuhan keluarnya blanko yang dibutuhkan PPAT,yang
berdampak pada anggaran yang tidak terserap dengan baik yaitu pada
Daftar Isian Pengguna Anggaran artinya pada waktu yang bersamaan
pula telah terjadi aktifitas permintaan belanko terhadap PPAT yang sama
misalnya PPAT bermohon pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1
juga bermohon kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, hal tersebut
menjadi preceden buruk pada ke2 institusi Kantor Pertanahan Surabaya
Idan Kantor Pertanahan Kota Surabaya2 bagi pengguna Anggaran yang
pada akhirnya akan merepotkan dalam penyusunan laporan keuangan
akhir tahun.®

Bahwa dalam rangka efektifitas, peningkatan kualitas pelayanan
dibidang pertanahan di kota Surabaya dipandang perlu melakukan
perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 2 dan Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
perlu  dibentuk perwakilan Kantor Pertanahan. Perwakilan Kantor
Pertanahan merupakan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya

sebagai induk dan merupakan kesatuan organisasi, administrasi dan

% 1bid

%' Eko Priyoanggodo, APtnh, Kasubsi Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Kantor
Pertanahan Kota Surabya 1, 18 Nopember 2011

52 1bid.
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keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan
pelayanan pertanahan kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 1) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2008 tentang
Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya jo. Pasal 2 tentang
Peraturan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi
Jawa Timur Nomor 09 tahun 2009 jo. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2010 tentang Perubahan atas
peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
09 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di
Provinsi Jawa Timur, yang semula Pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya 1 yang meliputi 15 Kecamatan yaitu :

1. Genteng

2. Bubutan

3. Simokerto

4.  Semampir

5. Kenjeran

6. Bulak

7. Tambaksari

8. Gubeng

9. Rungkut

10. Tenggilis Mejoyo
11. Gunung Anyar
12. Sukolilo

13. Mulyorejo

14. Pabean Cantikan

—_
W

. Krembangan
yang kemudian menjadi 16 Kecamatan yaitu :

1. Karangpilang

2. Sawahan

3. Tandes

4. Lakarsantri
5.  Gayungan
6. Jambangan
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7.  Dukuh Pakis

8. Wiyung

9. Asemrowo

10. Sukomanunggal

11. Pakal

12. Sambikerep

13. Benowo

14. Tegalsari

15. Wonokromo

16. Wonocolo.

Perubahan tersebut dikarenakan ada beberapa Kecamatan yang dekat
dengan wilayah kerja kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 begitu juga
dengan sebaliknya wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2,
Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonocolo
dan Kecamatan Wonokromo. ®*

Pada Kenyataan di lapangan bahwa suatu saat Ribuan hektare
tanah di Kota Surabaya berpotensi cacat hukum disamping itu pula akte-
akte yang telah dibuat menjadi diragukan keabsahan seperti Akte
Pembebanan Hak Tanggungan dan akte-akte lainnya yang berkaitan
dengan Pertanahan, karena akta tanahnya konflik dengan peraturan. Hal
Ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Kepala BPN nomor 9 tahun
2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) di Kota Surabaya. Peraturan itu memekarkan Kantor
BPN yang semula satu menjadi dua, yakni Kantor BPN Surabaya 1 dan
Surabaya 2. Pemekaran itu dilakukan untuk efektifitas dan peningkatan
kualitas layanan, berlaku sejak 6 Maret 2009.
Dalam peraturan itu disebutkan, Kantor BPN Surabaya 1 meliputi
layanan untuk 15 kecamatan, sedangkan Surabaya 2 meliputi 16
kecamatan. Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010 muncul lagi
Peraturan Kepala BPN nomor 16 tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan kepala BPN nomor 9 tahun 2009. Aturan ini mengubah daerah

83 http://bpnjatim.wordpress.com/2008/03/23/pelayanan-kantor-pertanahan

Universitas Indonesia



51

layanan. Kantor BPN Surabaya 1 menjadi 16 kecamatan dan Surabaya 2
meliputi 15 kecamatan. Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPN itu,
muncul surat dari Kepala Kantor BPN Surabaya 1 dan 2 pada seluruh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tertanggal 7 Nopember
2011. Isinya, seluruh PPAT yang sebelumnya berdaerah kerja Kota
Surabaya harus memilih daerah kerjanya sesuai letak kantor paling
lambat Kamis (24/11/2011). Hal Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah
nomor 37 tahun 1998 juncto pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Kepala BPN
nomor | tahun 2006 pasal 8 ayat (1) yang menyatakan ; Daerah kerja
Pejabat  Pembuat Akta Tanah adalah  satu  wilayah  kerja
KantorPertanahan.

Siaran Pers yang diterima suarasurabaya.net, Rabu (23/11/20111)
dari lkatan PPAT (IPPAT) Surabaya menyebutkan keputusan itu
menimbulkan dampak hukum, akta yang dibuat di hadapan PPAT
menjadi batal demi hukum sehubungan dengan terjadinya kesalahan atas
letak obyek peralihan atau pembebasan hak atas tanah maupun hak milik.
Ini karena berdasar PP nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
PPAT pasal 12 ayat (1) disebut : Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah
kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il dan
pasal 13 ayat (1) disebut : Apabila suatu wilayah kabupaten/kotamadya
dipecah jadi 2 atau lebih, maka dalam waktu 1 tahun sejak
diundangkannya pembentukan kabupaten/kotamadya yang baru, PPAT
vang daerah kerjanya pada kabupaten/kotamadya semula, harus memilih
salah satu wilayah kabupaten/kotamadya sebagai daerah kerjanya.
“Jika dirunut ke belakang, artinya akta yang dibuat sejak pemekaran BPN
Surabaya efektif tanggal 6 Maret tahun 2010 sampai dengan tenggang
waktu 24 Nopember 2011, berpotensi cacat hukum jika PPAT memilih
satu dari dua daerah kerja BPN Surabaya,” tulis siaran pers itu.
Tapi jika ketentuan itu diabaikan, akta yang dicatatkan oleh PPAT akan
tidak diakui BPN. Inilah yang kemudian membuat PPAT di Surabaya jadi
tidak menentu atau kebingungan. Kalkulasi moderat tentang jumlah akta
dan luas tanah yang potensial cacat hukum telah dihasilkan 325 PPAT di

Surabaya sepanjang kurun waktu tersebut terbilang cukup besar.
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"Sekurangnya ratusan ribu akta tanah dengan luas rata-rata ribuan hektare
di Surabaya berpotensi cacat hukum kalau kita memilih," kata Wahyudi
Suyanto anggota Dewan Pakar IPPAT Surabaya.*® Dampak
ketidakpastian hukum atas akta tanah yang telah dicatat PPAT juga
berantai, mulai dari sektor property, perbankan, juga pendapatan
pemerintah daerah. Atas hal tersebut, [IPPAT Surabaya bersepakat untuk
menunda pelayanan pencatatan akta tanah mulai Kamis (24/11/2011)
sampai dengan tercapai komunikasi yang produktif dengan BPN
Surabaya 1 dan 2. Ini untuk mencegah terjadinya batal demi hukum akta-
akta yang sudah diproduksi PPAT selama kurun waktu tersebut.
Miftachul Machsun Juru Bicara [IPPAT Surabaya mengatakan pihaknya
akan membuat konferensi pers resmi terkait hal ini, Kamis (24/11/2011)
pukul 10.00 WIB di kantor IPPAT Surabaya Jl. Mawar Kota Surabaya.
Sementara itu Bapak Joyo Winoto Kepala BPN saat dikonfirmasi lewat
wawancara untuk sementara belum bersedia untuk memberikan respon
terkait masalah Pemekaran kantor pertanahan di kota Surabaya tersebut.
2.3.2. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011 tentang
Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabya 1
dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah
detetapkan yaitu 24 Nopember 2011 yang mendaftar untuk memilih
wilayah kerja terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 2 bagi P.P.A.T sebanyak 47 orang yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dari 249 P.P.A.T ditambah 3 Orang P.P.A.T Sementara (camat) dengan
jumlah keselurahan 252 P.P.A.T

Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi wilayah Kerja Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), menurut hemat Penulis Daerah Kerja PPAT adalah

% Hasil Wawancara dengan Wahyudi Suyanto, selaku Dewan Pakar IPPAT di Kota
Surabaya, tanggal 23 Nopember 2011.
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suatu wilayah kerja yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk

membuat akta mengenai Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun yang terletak di dalamnya, yaitu :

2. Pemilihan wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : “ Apabila suatu
wilayah Kabupaten /Kotamadya dipecah manjadi 2 (dua) atau lebih
wilayah Kabupaten / Kotamadya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun
sejak  diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingakat II yang baru PPAT yang
daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula harus memilih
salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai daerah kerjanya,
dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan
pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak di undangkannya
Undang-undang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
IT baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya
meliputi wilayah Kabupaten/ Kotamadya letak kantor PPAT yang
bersangkutan”,jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Pasal 5 ayat (1),
menyatakan:

”daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) adalah
satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,”

2.1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

2.2. Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kota Surabaya 2, membagi wilayah Kantor Pertanahan Kota
Surabaya menjadi Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 dengan
rincian Kota Surabaya 1 meliputi 15 Kecamatan dan Kota

Surabaya 2 meliputi 16 Kecamatan.
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Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011 tentang Penetapan Daerah
Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota
Surabaya 2, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya
telah disesuaikan dengan pemecahan wilayah kantor Pertanahan Kota
Surabaya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah untuk melaksanakan tugasnya di daerah yang dipilih. Bagi
Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang baru pelantikan tersebut
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011
tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota
Surabya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu
yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011, terhadap akta-akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum tanggal 24
Nopember 2011 maka akta-akta tersebut dapat didaftarkan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota
Surabya 2 sesuai letak bidang tanahnya. Dengan demikian
memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 untuk segera menutup
Buku Daftar Akta sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasca keputusan tersebut akibat kasus pemekaran BPN
Surabaya, pengurusan surat tanah tak dilayani Sebanyak 200 lebih
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memprotes sikap arogan pejabat
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Sebabnya, pengurusan
surat tanah yang dilakukan PPAT tak dilayani BPN. Ini terjadi karena
buntut kisruh pemekaran BPN Surabaya menjadi dua yaitu Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II,
PPAT yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(IPPAT), menyebut BPN Surabaya lebih mengedepankan sikap arogan
dalam sengketa ini. “Ada sekitar 200 lebih PPAT yang tidak dilayani
kantor pertanahan, hanya karena pada tanggal 24 November 2011

kemarin, kami tidak memilih salah satu dari Kantor BPN Surabaya,”
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ujar Wakil Ketua IPPAT Surabaya, Siti Anggraeni Hapsari, saat
dikonfirmasi, Sabtu (17/12) : IPPAT pun kini belum tahu bagaimana
dengan nasib para PPAT yang menolak kebijakan pemekaran tersebut.
“Nanti kami pikirkan lagi apa langkah yang akan kami ambil, jika
melihat kantor BPN Surabaya yang tak mau melayani pengurusan
surat yang kami ajukan,” tandasnya. Atas ketegasan tersebut
Ketegangan antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
Surabaya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya dan
Jawa Timur tampaknya akan semakin panas, Sebab antara keduanya
sekarang sama-sama melancarkan langkah tegas. Seteru tersebut
terjadi akibat dari kebijakan pemekaran wilayah kerja notaris menjadi
dua, yakni BPN Surabaya I dan II.Pihak IPPAT Surabaya kini tengah
melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Surabaya. Gugatan dilakukan untuk mendongkel kebijakan BPN
tentang pemekaran wilayah. Para notaris menolak jika wilayah kerja
mereka dikotak-kotak sesuai wilayah kerja dua kantor pertanahan
tersebut. “Gugatannya sudah masuk. Senin depan akan digelar sidang
perdana,” ujar Humas PTUN Surabaya, saat dikonfirmas, Selasa
(13/12/2011). Sidang digelar setelah sebelumnya PTUN melakukan
proses dismissal, yakni mempertemukan antara pihak penggugat
(IPPAT) dan tergugat (BPN), untuk memastikan gugatan tersebut bisa
disidangkan di PTUN atau tidak. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Hak
Atas Tanah BPN Jatim Sunu Duto Wijonarno, mengakui jika pihaknya
tengah digugat IPPAT Surabaya. Dia juga tidak mengelak kalau
gugatan dilakukan IPPAT terkait kebijakan pemekaran wilayah kerja
BPN di Surabaya, Beliau Mengatakan: “Kami memang menerima

2

panggilan dari PTUN terkait itu, Namun, Sunu enggan
mengomentari saat ditanya respon BPN terhadap gugatan IPPAT
tersebut. “Soal itu Anda tanya saja ke Kakanwil,” katanya. Dia
memastikan, gugatan IPPAT ke PTUN tidak menunda atau
menggagalkan kebijakan pemekaran wilayah oleh BPN. Menurutnya,
pemekaran wilayah BPN Surabaya atas dasar kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat mengurus tanah sangat tinggi, tidak cukup
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dilayani satu kantor pertanahan,” tandasnya. Kebijakan tersebut, lanjut
dia, juga memiliki dasar aturan yang jelas.
beliau menerangkan, sejak dimekarkan, secara otomatis wilayah kerja
PPAT. “PPAT harus memilih, (BPN) Surabaya I atau II,” Kepala
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Jatim Sunu
menegaskan sampai hingga batas akhir waktu pemilihan wilayah kerja
yang ditentukan BPN (24 November), ternyata hanya 47 dari 269
PPAT yang menyatakan pilihannya. 24 PPAT di BPN Surabaya I dan
23 PPAT di Surabaya II. bagaimana nasib ratusan PPAT yang tidak
menyatakan pilihan wilayah kerjanya itu? Sunu kembali menyuruh
bertanya ke Kakanwil BPN Jatim. Namun, dia mengatakan yang
berhak mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah BPN. Itu
didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006.
Menurutnya, selepas dari tanggal 24 November lalu pihaknya tetap
bersikukuh tidak akan melayani pengurusan surat tanah yang diajukan
oleh PPAT (PPAT yang tak menetapkan pilihannya) ‘“Seharusnya
PPAT mematuhi kebijakan BPN, karena lembaga pertanahan lah yang
mengangkat dan memberhentikan PPAT,” tegasnya.”, “Istilahnya
BPN adalah bapaknya PPAT,” .

Menanggapi hal tersebut, lanjut Anggraeni, pihaknya juga
memprotes sikap BPN Jatim yang enggan melaksanakan penetapan
PTUN bernomor 123/G/2011/PTUN.SBY yang isinya mengabulkan
permohonan PPAT agar menunda keputusan BPN Jatim terkait
pemekaran wilayah kerja PPAT Surabaya menjadi dua yaitu BPN
Surabaya I dan BPN Surabaya II. la menjelaskan, keputusan BPN

Jatim soal pemekaran wilayah digugat karena menabrak Pasal 12

Shttp://.surabayapost.com. 200 PPAT Tak Dilayani BPN Surabaya
Minggu, 18/12/2011 | 11:58 WIB

Shttp://beritajatim.com.selasal3 .Desember2011.IPPAT Menggugat Ratusan
NotarisTerancam Terdepak.dan wawncara dengan pihak-pihak terkait.
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1998. Di pasal tersebut
dijelaskan, sesuai aturan di satu Kabupaten/Kotamadya hanya ada dan
berdiri satu kantor BPN saja. “Anehnya di Surabaya dalam satu kota
terdapat dua kantor BPN. Bahkan ini baru pertama di Indonesia, satu
kota ada dua kantor pertanahan,” ucapnya. Beliau juga menjelaskan,
dalam mengeluarkan keputusan pemekaran kantor BPN, BPN Jatim
hanya mendasarkan pada Perkaban No. 9 Tahun 2009. ‘“Secara
hirarkies seharusnya Perkaban tidak bisa mengalahkan Peraturan
Pemerintah (PP). Perkaban itu kan hanya peraturan BPN untuk
mengeluarkan kebijakan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait sebanyak 47 PPAT yang mendukung
pemekaran BPN Surabaya, Anggraeni menuturkan itu adalah hak
mereka (47 PPAT, red). “Kalau dibilang menyesal, jelas kami
menyesal karena terbukti kami tidak kompak. Tapi biarkan saja, itu
pilihan mereka,” katanya. Sementara itu, terkait PPAT yang diangkat
dan diberhentikan oleh BPN Pusat sesuai undang-undang, ia
menyangkalnya. “Memang kami mengakui bahwa SK para PPAT
dikeluarkan oleh BPN. Namun meski ibaratnya BPN-IPPAT seperti
bapak dan anak, tidak boleh BPN melakukan tindakan semena-mena
terhadap kami,” tegasnya.

Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya
menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi pelantikan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang baru, Berdasarkan Pada pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 PPAT mengangkat
sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan namun karena
adanya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 2, sebagai akibatnya untuk sementara
Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang baru diangkat
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
104/KEP-17.3/111/2011, Nomor 105/KEP-17.3/111/2011 dan Nomor
108/KEP-17.3/111/2011 tanggal 21 Maret 2011dan Dengan adanya
Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember
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2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2
maka sampai dengan batas waktu yang telah detetapkan yaitu 24
Nopember 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Timur, selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) tersebut

dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pelantikan harus memilih

wilayah kerjanya dengan mempedomani peraturan tersebut di atas.

a. Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih
daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu
mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari
Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3).

b. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 2 karena sudah definitif maka : PPAT yang berada di
daerah pemekaran Kantor Peratanahan Kota Surabaya 1 dan
Kantor Pertanahan Kota Surabaya2 segera membuat Akta
Pernyataan untuk memilih daerah kerja yang sesuai dengan letak
kerjanya tetapi kalau tidak memilih akan ditetapkan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2.3.3. Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya
menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi
terhadap penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

telah berakhir masa jabatannya,

“Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan
dipelihara oleh P.P.A.T yang terdiri dari daftar akta, akta asli,
warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat

lainnya”. ’

%7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Psl 1 (5).
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“ (1) PPAT yang berhenti menjabat karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, ¢ dan d, diwajibkan
menyerahkan protocol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya.”

“(4) Apabila tidak ada PPAT penerima protocol sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3),protocol PPAT diserahkan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Setempat.”

“(1) PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah
Badan Pertanahan Nasional provinsi untuk menerima protokol

yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima prtokol
PPAT tersebut.”

“(2) Serah terima protocol PPAT dituangkan dalam berita acara
serah terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.” %
Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berahkir masa
jabatannya diwajibkan menyerahkan seluruh protokol yang
berkaitan dengan pertanahan kepada PPAT lain yang berada
dalam satu wilayah kerjanya dan bila tidak ada maka wajib
menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat. Sehubungan dengan akibat Pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya menajadi Kantor Pertanahan kota
Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 terhadap
penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang telah berakhir masa jabatannya, karena Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya2 sudah
defintif maka penyerahan protokol PPAT kepada PPAT lainnya
disaksikan dan ditanda tangani dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan setempat dan membuat akta peryataan serta membuat
akta Berita Acara Penyerahannya.

Telah dikemukakan jawabanya tersebut di atas, sebagai tambahan

bahwa sampai dengan sekarang ada 7 PPAT yang telah berakhir

% Ibid., Psl. 27 (1), (4).

% Ibid., Psl. 29 (1),(2).
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masa jabatannya belum konfirmasi dengan Kantor Pertanahan
Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2.

Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011
tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Surabya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas
waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011, bahwa
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang semula daerah kerjanya berada
di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian
memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau
sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta
Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja
Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara
penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan
Kepala Kantor Pertanahan.

Dari Uarian tersebut di atas Menurut hemat penulis
terhadap pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kantor Pertanahan Surabaya 2 tidak perlu terjadi karena untuk
melakukan hal tersebut harus mempunyai dasar dan logika hukum
yang kuat dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang
setingkat khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya atau
dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998
dan PerKBPN Nomor. 1 tahun 2006 dengan menyisipkan kalimat
yang berkaitan dengan pemekeran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya karena sifatnya sangat mendesak dan membahayakan
untuk institusi BPN dan PPAT terhadap perbuatan hukum yang
telah di buatnya.
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BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011 tentang
Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabya 1 dan
Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah detetapkan
yaitu 24 Nopember 2011, terhadap akta-akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebelum tanggal 24 Nopember 2011 maka akta-akta
tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kantor Pertanahan Kota Surabya 2 sesuai letak bidang tanahnya. Dengan
demikian memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 untuk segera menutup Buku
Daftar Akta sejak Keputusan ini ditetapkan.

3.1.2. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/X1/2011 tentang
Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan
Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah detetapkan
yaitu 24 Nopember 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya dilakukan
oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur,

3.1.3. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berahkir masa jabatannya
diwajibkan menyerahkan seluruh protokol yang berkaitan dengan
pertanahan kepada PPAT lain yang berada dalam satu wilayah kerjanya
dan bila tidak ada maka wajib menyerahkan kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota setempat.
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3.2. Saran

3.2.1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
(BPN-RI).

Hendaknya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
sebelum melakukan kebijakan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
yang berkaitan dengan pertanahan melakukan sosialisasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait misalnya dengan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) atau lembaga hukum lainnya, sebelum membuat
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 dan
peraturan terkait lainnya sampai dengan saat ini, dengan demikian
wibawa pemerintah tidak akan jatuh hal tersebut berkaitan erat dengan
tugas pokok dan wewenang eksekutif, sedangkan yang dihadapi
sekarang para praktisi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sangat kritis
dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang tentunya dengan logika
payung hukumnya, Badan Pertanahan Nasional Seharusnya dapat
mengantisispasi dampak yang ditimbulkan atas kebijakan yang telah
dikeluarkannya terhadap institusi atau lembaga hukum lainnya terutama

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3.2.2. Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surabaya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah harus instropeksi diri terhadap
tuntutan atau gugatan yang diaspirasikan melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), sebelum melakukan tindakan tersebut hendaklah
berkoordinasi musyawarah mencari jalan keluar yang terbaik. Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mempunyai alasan kuat untuk
menolak terbentuknya kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 2 dengan menggunakan dalil-dalil dan alasan
hukum lainnya. Namun Langkah Maju yang ditempuh IPPAT dengan
memakai logika dan dalil-dalil hukum tersebut telah menunjukkan

alasan hukum yang kuat yang ditindaklanjuti dengan memPTUN-kan
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BPN dengan tujuan agar terbuka dalam menyikapi suatu permasalahan

hukum terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
_ REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG

PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

iMenimbang : @& bahwa dalam rangka efeklifitas dan peningkatan kualitas
pelayanan di bidang pertanahan- di ¥ota Surabaya, dipandang
periu melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya
menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya | dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya Ii;

b. bahwa pemekaran Kantor Pertanahan dimaksud pada hurf a,
perdu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nastonal Republik indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

-_ Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambdhan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
temang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lambaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran.Negara Nomor 4263);

15, Peraturan .....

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran o



Memperhatikan :

Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsl, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) .

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005
tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanalnn
Nasional; )

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik !ndonema
Nomor 3 Tahun 2006 fentang Organlsa5| dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Surat Menteri Pendayagunaan. Aparatus= Negara Nomor
Bf794/M.PAN/2/2009 tfanggal 20 Februari 2009 perihal Usulan
Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPAIA BADAN  PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMEKARAN KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURABAYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi 2
(dua) yaitu Kantor Perdanahan Kota Surabaya l dan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya Il

Pasal 2

(1) Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya | meliputi 15
(lima belas) kecamatan:

. Krembengan; .’

. Pabean Cantikan; .~

Tandes;

Sambikerep;

Benowq;

Lakarsantri;

Jambangan;

Gayungan,

Wiyung;

Asemrowo;

Sukomanunggal

Pakal;

m Duku}i Pakis;

n, Sawahan;

o. Karangpilang.

mRTIMSQ NP RO TR

(2)Wilayah ....




(2) Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il meliputi 16
{enam belas) kecamatan:
a. Semampir;

b. Kenjeran;

¢. ‘Bulak;

d. Tambaksari;

e. Wonokromo;
f. Tegalsar

g. Genteng;

h. Bubutan;

i. Simokerto;

j. Gubeng;

k. Rungkut;

I. Tenggilis Mejoyo;
m. Gunung Anyar;
‘n. Sukolilo;

o. Mulyorejo,

p- Wonocolo.

= Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | dan Il adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 sampal dengan Pasal 61, Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasai 4 .
Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut adalah
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan
Pertanahan Nasional terdapat 409 (empat ratus sembilan) Kantor
Pertanahan.

Pasal 6
Dengan diberdakukannya peraturan ini maka semua peraturan yang
bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal7
Peraturan ini berlaku sejak tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Paga fanggal & Maret 2009

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

V Lk

JOYO WINOTO, Ph.D
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 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL §
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMEKARAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

DI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang -

_h Mengingat

a.

‘bahwa dalam rangka efekiifitas dan peningkatan kualitd

pelayanan di bidang pertanahan di Kota Surabaya, dipandaf

" periu melakukan perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahd

Kota Surabaya | dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya if; -

- bahwa perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan dimaks

pada huruf a, perlu ditetapkan derigan Peraturan Kepala Badg
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. -

Undang-Undang Nomor § Tahun 1980 tentang Peratu 3

- Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 19§

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahg

. Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahgd

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubg
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tenieg
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggdnti Undang-Undag
Nomor 3 Tahuh 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undafl
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjgf
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1§
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahg
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil® daldf
Jabatan Struktural (Lambaran Negara Tahun 2000 Nomor 19§
Tambahan Lembaran Negara Nomer 4018) sebagaimana telg
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 208
tentang Perubahan Atas Peraturan’ Pemerintah Nomor 1§
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); -
Peraturan Pemerintah Republik Iridonesia Nomor 9 Tah@
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dg
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Tah
2003 Nomor 15, Tambahan, Lembarari Negara Nomor 42G3); §

f5. peraturan §



.JJ

Memperhatikan :

-

Menetapkan

& . d
&

5. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembaglan Urusan Pemefintzhan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemetintahan
Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor A737), 1

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 20068

tentang Badan Pertanahan Naslonal; :

7. Keputusan Presiden Republik Indonesla Nomor S8/M Tahun
2005 tentang Penetapan - Pengangkatan Kepala Badan
Pertanahan Nasionak: .

8. Peraturan Kepala Badan -Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional; . .

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional - Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kefja Kantor Wilayah Badan Pertanahfin Nasional dan Kantor
Pertanahan. ) .

Swat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi
Birokrasi Nomor BI3476/ M.PAN-RB/11/2010 tanggal 15
November 2010 perihal Persetujuan Perubahan Witayah Kerja
Kantor Pertanahan Kota "Surabaya | dan Kantor Pertanahan:
Surabayall, -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN. PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYA Di PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal |

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa
Timur, sehingga berbunyl sebagal berikut:

*Pasal 2

(1) .Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya | meliputi 16
(enam belas) kecamatan: =

. Karangpilang; .

. Sawahan;

Tandes; +~

. Lakarsantri; "

Gayungan;

Jambangan: v

Dukuh Pakis: v

Wiyung;

Asemrowo;

Sukomanynggal:

Pakat; /u v

Sambikerep;
m. Benowo; .

§i.) Tegalsar;

£} Wonokromo;
-0 ]lVonoaoro.

Ja~~n oo oo

i.
I
k.
I

/(2)Wilayah ...




It
.,

F ) ~

(2) Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya |t meliputi

(lima belas) kecamatan; ’ :
Genteng;
Bubutan: v’
Simokerto; v
Semampir; v~ _
Kenjeran; |/
Bulak; v~
Tambaksari; v~
Gubeng; v+~
Rungkut; v :
Tenagllis Mejoyo;«/ ’
Gunung Anyar; “
Sukolilo;
., Mulyorejo;
n,) Pabean Cantikan;
Krembangan.

o

o= Woe JV

EBarrrsompapwrn

Pasal |{

NS —~
Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan,
-
- Ditelapkan di Jakata . .
padatanggal. 24 Nopember 2010




- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Iggor P 3002/17.3/VIIL/2011 Jakerts, 12 Agustus 2011
Lampiran -

Hal :  Mohon Petunjuk Wilayah Kerja PPAT di Kota Surabaya
" Yth. Kepala Kantor Wilaysh

Badan Pertanshan Nasional Provinsi Jawa Timur

di .

Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 41/11-35/1/2011 tanggal 10 Januari 2011
dan Nomor 675/35.300/IV/2011 tanggal 18 Apiil 2011 perihal tersebut di atas, disampaikan hal-
hal sebagai berikut : .

1. Sesuai dengan Pegaturan Pemerintzh Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) Jo Perafuxan
Kepala Badan Pertanshan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 5 ayat
(1), menyatakan dacrah kefja PPAT adalah satuw wilayab kerja Kantor Pertanahan

‘ Kabupaten/Kota,

2. Peratran Kepala Badan Pertanshan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tehun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tabun 2009 mengenai Pemekaran Kantor Pertanshan Kota Surabaya I dan Kota
Surabaya II, membagi wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kota Surabdya I
INA dan Kota Surabaya Il dengan rincian Kota Surabaya 1 meliputi 15 Kecamatan dan Kota
Surabaya II meliputi 16 Kecarmatan, '

3. Berdasarkan pada angka 1 dan2 di atas maka :

- Untuk PPAT yang sudah menjabat sebagai PPAT scbelum terjadinya pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya, harus memilih wilayah kerjanya dengan wilayah kerja Kantor
Pertanahen Kota Surabaya I atau Kantor Perianahan Kota Surabaya II depgmm
mempedomani Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

" Jo Peraturan Kepala Badan Pertanshan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2006 Pasal 6 ayat (1).

- Untuk PPAT yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 104/KEP-17.3/1I/2011, Nomor 105/KEP-17.3/111/2011 dan Nomor
108/KEP-17.3/MI/2011 tanggal 21 Maret 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya
dilakukan olek Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya PPAT tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pelantikan harus
memilih wilayah kezjanya dengan mempedomani Peraturen tersebut di atas. e

4. Bagi PPAT lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu
mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan
maupun Kepala Kantor Wilayzh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3).

5. Mengingat ...




2.

3. Mengingat Kantor Perfanshan Kota Sursbaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surebaya 11
sudah definitif 1 (satu) tahun sejek terbentuknya KnntorPcltanahandMaksud,PPAng
kantornya berada di daerah pemckaran segera membuat surat persyatsan untuk memilih
daerzh kerja sesuai letak kantornya dan diharuskan menyerahkan protokol PPAT obyek
tanahnya yang beradadiwilayahkanto:Pmanahanscbagnimnapadaaugkal(sam)diatas
dmdisaahkmkcpadaPPAThinymguhhdinuﬁnkmdibm&gnbeﬁmmdihadapm
Kepala Kantor Pertanshan, )

Demikian untuk menjadi perhatian Sandara,

Tembusan :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
2. Kepala Kantor Pertanshan Kota Surabaya I1.




KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 455/KEP-17.3/XI/2011
TENTANG

PENETAPAN DAERAN KRRIA PRIABAT PEMBUAT ARTA TANAN
ROTA SURABAYA T DAN ROTA SURADAY AL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

} ¢ "Membaca - : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanzhan Nasional Provinsi Jawa Timur
G- ) tanggal 24 November 2011 Nomor 2094/11-35/X172011 perihal pemilihan
daerah keja PPAT Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan |
Kota Surabaya Il scria surat-surat lain yang berhubungan dengan hat terscbut, T

Menimbang a  bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor - l
Pertanahan Kota Sumbaya dibagi wilaysh kegjanya menjadi Kantor "
Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surgbaya I; '

b. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tclah diangkat dengan dasrah
ketja Kota Surabaya wajib memilih daerah kerja pada wilayah kerja Kantor
Pertanahan Kota Surabaya [ atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya IE;

¢. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya yang memilih dacrah
kerja. diwajibkan membuat surat pernyataan sesuai wilayah kerja Kantor
Pertanahan Kota Surabaya [ atau Kentor Pertanahan Kota Surabaya I

d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pedu ditetapkan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah
Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surmbaya 1 dan Kata Surabaya I,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 5
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Momor X
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tzhun 1997 tentang
Pendafiaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

< 3696);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tabun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3742);

4, Peraturas...




Menetapkan

KESATU
KEDUA

KETIGA

. =2

4, Peraturan Presiden Rzpubiik_lndonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badar Pertanahan Nasional;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tabun 2005 tentang
Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6: Peraturan Mentert Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional
Nomor 3 Tabun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahur 1997 tentang Pendafiaran Tanah;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
- Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tehun 1998 tcntang Peraturan Jabatan

. Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
23 Tehun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indencsia Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketesituan Pelaksanaan Peraturon Pemerintah Republik [ndonesia Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanzhan Nasional Republik Indoncsia Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pemckaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di
Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Kepala Badap Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pematuran Kcpala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN . KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TENTANG PENETAPAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH KOTA SURABAYA I DAN KOTA SURABAYAIL

: Menetapkan daerah kesja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agustina

Amalia, S.H. dan kawan-kawan 47 (cmpat puluh tujuh) orang yang namanya
tercantuni pada kolom 2 (dua) dari dacrah kerja scmula sebagaimana
tercantum dalam kolom 4 (cmpat), k¢ dacrah kerja baru scbagaimana
tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini,

: Pegjabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya telah disesuaikan dengan

pemecahan wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak perlu
mengangkat sumpsh jabatan 'Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
melaksanakan tugasnya di daerah kerja yang dipilih.

: Pejabat Pembuat Akta Tanah yang semula daerah kerjanya berada di wilayah

kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I kemudian memilih wilayah kega
Kantor Pertanszhan Kota Surabaya Il atau sebaliknya, wajib menyerahkan
protoko! Pejabat Pembuat Akta Tanahnya kepada Pejabat Pembuat Akta
Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat
Berita Acara Penyerahan Protokol Pcjabat Pembuat Akta Tanah dihadapan
Kepala Kantor Pertanahan,

KEEMPAT...

O e

!‘-’:"‘;'l




~3.

KEEMPAT * Terhadap akia-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebejum

tangpal 24 November 20] 1, maka akta-akta tersebut dapat didaflarkan pada
sesuai letak bidang tanahnya,

KELIMA ! Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kepala

Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il untuk segera menutup Buku Dafiar Akta
sejak Keputusan inj ditetapkan,

KEENAM : Keputusan inf berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

S

terdapat kekeliruan dalam penctapannya, maka Keputusan inj akan ditinjau
kembali schagaimana mestinya.

" Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 25 Nopember 2011

i Tembusan : '
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakaria;
2,

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik .
Indonesia, di Jakarta; : .

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provipsi Jawa Timur, di Surabaya;

Walikota Surabaya, di Surabays;

i
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{2)

ot
(1)}

L]

. (3) (4) (5)

17 |S. PAMUNGKAS, SH. ' [Klaten, 02 Mei 1948 Kota Surabaya Kota Surabaya 1

13 |SRI PURWANINGSIH, SH, Jogyakarta, 07 Juni 1952 Kota Surabaya Kota Surabaya I

19 |SRI WAHYU JATMIKOWATI, SH. Tulungagung, 10 November 1967 Kota Surabaya Kota Surabaya §
26 {SRI SUHERSI RAHAYU, SH, MH Pati, 17 April 1959 Kota Surabaya Kota Surabaya I
21 [SUGIHARTO, SH, MH Surabaya, 9 Januari 1951 Kota Surabaya Kota Surabaya [

22 [USNAENY ULY AZIS, SH. Sibolga, 22 Mei 1961 Kota Surabaya Kota Surabaya 1

23 |ZAINAL ARIFIN, SH Samarinda, 13 Juli 1974 Kota Surabaya Kota Surabaya 1
24 |ANANG KUSDARIYANTO HARIYADI, SH ] Kp_gw_. 19 Juni 1953 Kota Surabaya Kota Surabaya I
25 |DEVI CHRISNAWATI, SH. Surabaya, 27 Februari 1967 Kota Surabaya Kota Surabaya It
26 |DEWI SRI RAHAYU, SH. Padang Panjang, 28 Juni 1973 Kota Surabaya Kota Surabaya I
27 |Dr. TANDYO HASAN, SH, M.H, MXn. Mojokerto, 04 Desember 1957 Kota Surabaya ,  |Kota Surabaya II
28 |Dr. WIJAYANTO SETIAWAN, SH., M. Hum. Kedisi, 22 Met 1949 Kota Surabaya Kota Surabaya If
29  |EDY SETIAWAN SUNUR, SH. Flores Timur, 21 Agustus 1972 KotaSursbaya  |Kota Surabaya II
30 |ELLEN, SH. | Mealang, 25 Maret 1973 Kota Surabaya Kota Surabaya If
31 |HENDRIKA SUWARTI SUGIONO, SH. Surabaya, 14 Februari 1955 . |Kota Surabaya Kota Surabaya IT
32 |HR.IBNUARLY, SH.,, MKn. Cirebon, 12 Mei 1970 Kota Surabaya Kota Surabays II
33 |Hj. FATIMAH ULIFA, SH. Surabaya, 07 September 1967 Kota Surabaya Kota Surabaya II
34 Hj. IMNATUNNUROH, SH, MKn Surabaya, 24 Juni 1975 |Kota Surabaya Kota Surabays II
35 |INDRA SIDHARTA,SH,MXn Surabsys, 14 April 1977 ' |Kota Surabaya  [Kota Surabaya It
36 |[NATALYA YAHYA PUTERI WIAYA,SH. Surabaya 25 Desember 1964 Kota Surabaya Kota Surabaya II
37 |NENDEN MULYANI, SH. Bandung. 17 Desember 1963 Kota Surabaya Kota Surabaya II
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: ? LOV6-1'0p0
ng Ploso 4 Juli 1994 12121994 -
DJOJOKUSUMO,SH No28-D 35.X1-1954 BA-24-PPAT-
Jember, 12 Juni 1947 {031) 5320894 35-1994
12 Juni 2012 {031)5453041
HANDAYANI J1.Mulyosari Tengah 16 januari 2004 09-01.-2004 JUNUS NEPA
SULISTIAWATI 8/6 1-X.A-2004 640.1-2978 01-11-2002
YOHANATA,SH {031)5920997
Jakarata , 26-06-1964 0818329925 )
26-06-2029
ALEXANDER QGUNAWAN, JLKrangan No.61-A 21 Juli 2005 14-02-2005 -
SH {031) 70160067 12-X.A-2005 640.1-9720
Balikpapan,27 Mai 1959 .
27 Mei 2024
7501-01-005814-01 _ .
CHANDRA TANDYA,SH JlPandan No,I8 13 Oktober 1999 27-10-19%9 - Tidak ac
Surabays,10 Pebruari 1960 (031)5474001 42-X1-1959 640,1-10124 Penyetah
10 Pebruari 2025 {031) 5483288 ' Karena a
’ Kerusuhe
i TimT;,
Tahun 16
ARIEF HIDAJAT,SH,Msi | Perum Puri Kencana 11 Pebruari 2005 20-04-2005 - -
Probolinngo, 26-09-1948 Karah No.Ad-AS 2-X.A-2005 640.1-2973
26-09-2013 (031)8273751 :
7501-01-005797-01 0811341676
NATALYA YAHYA PUTERI Ruko Klampis 21 Juli 2005 13 09-2005 .
WIAYA,SH Millenin Kav.B 12-X.A-2005 640.1-9722
Surabaya ,25 Desember 2029 J1Klampis Jaya
25 Desember 2029 Nod7 B
7501-01-005870-01 (031) 5915736-37
0818322393
GATUT PRAKARSA,SH J1.Sidosermo Airdas 18 Desember 2006 29-01-2007 Yeni Pudjawati,SH | -
Samarinds, 07 Agustus 1966 I Blok F-104¢ H43-XVII-2006 640.1-722 BAJOSIV/2005
07 Agustus 2031 (031)8432824 13 April 2005
0818317357
H.NOOR ALAMSJAMLSH JINgagel Jaya Selatan 30 April 1999 11 Mei 1999 -
Barahai, 04 Pebruari 1954 No4l Lt3 15-X1-1999 640,1-4404
04 Pebruari 2019 (031)5022648
0811320154
DANIEL GANDA WIAYA, JLR.A Kartini No.103 19-03-2002 28-06-2002
SH, M.Hum (031)5687431 C-431 HT.03.01.
Surnbaya, 12 Januard 1972 08123205780 Th.2002
12 Januari 2037




DJOJOKUSUMO,SH

No.29-D

LE0Z SMS03Y [
8580080 (1€0) TL61 smsnBy ¢ ¢ skequing
£007 IRdy 11 £00T-VX-E 68zETEs (1£0) OSOINYS
STLT1'0W £00Z WvnIqag L7 1"oN BeRuaqury-i NyprumNoa T Avin | 3
10-08L500~10~105L] -
8207 W 50
$00¥20$ (1£0) £961 13 §0 *elequmg
IVddis6Le/va 9661-IX-S L97Z105 (1€0) HS'VIVIQIM| .
9661-80-0T 9661 MO £0: 89'ON UBBuaqury ‘i YIVILOW HININ SENOV | B4
_ 10~8£8500~10~105L _
5661 32qmndag 60 | $668159180 1£0Z 1nIg0J L)
HS n:aﬁm.ﬂz%m BLS-TISE'OFS 9661-IX-5 _ TLLRBIS-1€0 L9617 1ronqo] L] ¢ ofteopls
SL ANNAA NO¥Zvd 9661-40-£1 9661 Wy €0 ££T 0N otoBauodir s HSUTAVAS HYIWRIVY X8I
. , : 10-¥28500~10-10SL
8885L9€0L(1€0) $10T 10y 91
PTLT0v9 900Z-IIAX-38F zs0s1£5(1£0) TLOL unf 97 ‘ehequing
- L00Z-10-6T | 5002 19qmosy( gl 0S/H1 BowaRg ) _HS' NVAVNND ANyHd
TO-PE8S00-10-1052 2
SELLELISO 6707 00t €T
08EE1PR1£0 . $961 Jng g7 ‘ascBauofoy
0T0L1049 8661-I¢-2! 1€oN us'
- 0002-01-8% 000Z Junf L7 yepuy ofesoBmpgs TYSIVH INEVEDONY LS | B
SIB11E5-1€0 10-Z64500-10-105L
16L2195-1€0 "£E02 RV 0
£00Z-DX1 V-LL'ON 8961 3058 0 “WIPON.
- £00TZI-61 | _ 9661 Joqumdos 57 HeBuotuasy If HS'VIVIAIAVONNY VLINY f
. 10-008S0C-10-195L
SLYLEELISO 6E0Z 1UNf S 0
: : 1€0¥P65-1€0] - PLGT JUng S0° vAequing
EL6TT'OF9 S00Z-VX-T g'oN Weduoy, HS LLYAVOTN
- S00T+0-0T $00Z Lonugey 11 UBju] BSpUENCL |, TIYS INHVHOONY ﬁ
- B I 61 ].
SZy6Y0SLIED, 9Z0% 39 L
8L95105C1€0)} 1961 equiendeg L1 vAvqung
§661-DXET ©WOON | HE'OYQUNYIEINS
- - - 6661 teng 27 Anury, wousBuuonTlf __LINVIVICIM ANNSTY | BB
_ 991¢5¢1L (1€ -
T1¥LopL(1E0)

wsuﬁ.s.g
B 7 —



BV QIO bV UL

| )

SELVOEI 120 ££0Z 1dv $0
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EKO DWI KRISTIANTO, SH J1.Gunmgsari No.200-H 11 Pebruari 2005 64012973
Surabaya, § Nopember 1964 (031) 5611712 2X.A2005 20 April 2005
06 Nopember 2029 085648196699 .
AGUS HARIYANTO, SH J1.Demsk No.216 F 11 Pebruari 2005 64012973
Surabaya, 31 Juli 1967 (031) 3570944 1 2-%.A-2005 20 April 2005 :
31 Juli 2032 08132400599 :
7501-01-005788-01 _ :
] |SONYANATALIA, SH J.Sumatra No, 20-A 18 Desember 2006 640.1.722 :
Surabaya, 17 Desember 1974 (031) 5030308 503-XVII-2006 29 Januari 2007 :
- | 17 Desember 2039 08123233531 ‘
@ SRIMARDALINA, SH J.Asemrowo Kali 18 Desember 2006 640.1.722 .
Surabaya, 17 Agustus 1971 No.55 481-XVI1-2006 29 Januari 2007 }
17 Agustus 2036 (031) 534962 ’ i
0818579950 _ . . __
B [SRTAMPENI . J1.Cisedane No.34 18 Desember 2006 - | 640.1-722 :
WANDAYANI, SH {031) 5669083 468-XVI1-2006 29 Januar 2007 |
Surabays, 14 Desember 1966 08123001742 :
14 Desember 2031 “.
(B4 [AGUS JAYA SUTEJA, SH. MH N Xapas Krampung 21 Juli 2005 640.1.5719 ANIS MOHAMAD) !
Denpasar, 01 Juli 1962 No.126-D 12-X.A-2005 13 September 2005 MH _
01 juli 2027 (031) 5031102 PPAT di Gresik __
501-01-05799-01 03123535576 30 Apri! 2003 _
33 | DIRHAM ATMADIL, SH 1. Padmosusastro No,1 1 18 Desember 2006 640.1-725 m
Surabaya, 06 September 1974 (031) 5682527 501-XVII-2006 29 Januari 2007 ._
06 September 2039 081330660527 m
Ef | FLORA AGUSTINE T.Tkan Belanak No.6 21 Juli 2005 640,1-9722 TKETEU KARIAN] _
ARITONANG, SH , {031) 3554824 12-X.A-2005 13 September 2005 PPAT Probolinggo
Surabayn, 22 Agustus 1962 08123154722 06 Agustus 2003 __
22 Agustus 2027 “
7501-01-005820-01 m
[Ed | GRACE JOHANKA 71.Baruk Barat XI 16 Januari 2004 640.1-1308 SYAIFUL HARDI, .m
PALANGKA, SH Kav.A .23, 1-X.A-2004 2 Maret 2004 4 Desombor 2002 i
Kuala Kapuas, 14 Maret 1963 Pondaok Nirwana “
14 Maret 2028 (031) 8710723 |
7501-01-005827-01
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BACHTIAR HASAN, SH JI. Pasar Kembang 1 April 1999 640.1-4404
Tanjung Pandan, 31 Juli 1959 No.74 11-X3-1999 1 April 1999
31 Juli 2024 (031) 5342930
081331515502 _ .
B | SITARESMI PUSPADEWT 1. Kebonrejo No.6a 04 Maret 1996 BAS2R/PPAT/35/
SUBIANTO, SH (031) 3534612, 3.X1-1996 1996
Surabays, 16 Pebruart 1962 3521282 . 11 April 2003 X
16 Pebruari 2027 !
7501-01-005889-01 - :
E§ | JUANTTA SARIDEWI, SH J1.Bratajsya No.47 16 April 2001 | 640.13817 m
Surabaya, 19 Nopember 1970 (031) 5046004 10-IX-2001 01 Junl 2001 _
19 Nopember 1970 08123117979 _
7501-01-005842-01_ L . _
‘Bl | FELICTA IMANTAKA, S J.Dharmahussda 31 Desember 2001 60.1-1546 ;
Tulungagung, 25 October 1969 No.l141B 25-IX-2001 05 Maret 2002 m
25 October 2034 (031) 5995912 : _
7501-01-005822-01 5995935 |
LILIK THOLIAH, SH | I Kedung Sroko No.33 29 Desember 1998 640.1-1636 :
Surabeya, 12 Desember 1952 (031)5996775 19-X1-1998 11 Pebruari 1999 :
12 Desentber 2017 _ — e J
(B | VICTOR SIDRARTA,SH JIXapesan No.192 18 Desember 2006 640.1-725 GARDINAH TANU “
Surabay, 01 Pebruari 1975 (031) 3736815 504-XVII-2006 29 Januari 2007 SH
01 Pebruari 2040 (031) 60727400 . : . _
7501-01-005895-01 :
Dra. Ec. INGGRIAT] J1.Imam Bonjol No.39 5 Maret 2002 640,1-1547 |
DJODODEPUTO, SH (031) 5673241 25-IX-2001 05 Maret 2002 “
Surabaya, 24 Oktober1963 0816503320 :
24 Oktober 2028 L |
7501-01-005839-01 _ _
5% | EDMIE SCPHIATMI,SH J1.Simomulyo ] No.337 21 Juli 2005 640,1-9721 ARIO HADICKDO), _
Surabaya, 13 Juni 1965 (031) 5457462 12-X.A-2005 13 September 2005 19 Agustus 2003 !
13 Juni 2030 08123535227 . |
7501-01-005811-01 . 7
(B | RITATIURIDA ARIANT, S0 1.Dukuh Kupang 11 Pebruar 2005 640.1-2075 _
Medan, 31 mei 1959 Timur XV No.50 2-%.A-2005 20 April 2005 I
31 Mei 2024 (031) 5616768 !
7501-01-005875-01 . . ;
(Bl | TOPAN DWI SUSANTO, SH JIAnjasmoro No.56-B 11 April 2000 640,1-7018 m
Lumajang, 17 maret 1965 (031)5476453 11-X1-2000 15 Agustus 2000 |
17 Maret 2030 08165455855 : |
ER 6 RIS FLR
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1.Gubeng kertajaya V1 18 Desember 2006 640.1-722
Demak, 18 Maret 1975 No.SA -| 507-XVTI-2006 29 Januari 2007
18 Maret 2040 (031)5011050 _
91083256
18 | NANANG JAKA SULISTYA, T Kebonsari Inpres 18 Desember 2006 | 640.1-722
SH No.11 510-XVII-2006 29 Januari 2007
Yogyakarta, 08 Juli 1975 (031) 8285945 .
08 Juli 2040 0811340014
20 [ Ds.TONNY BOENARDI 1 1. Jemur Anadayani 4 Desember 2003 640.1-516
KOESNADINATA, SH No.61 14-X.A-2003 26 Januari 2004
Surabaya, 26 Pebruari 1963 (031) 8413919
26 Pebruari 2004 08123275525 -
Bl | WINARKO, sH J1Kendangsari IT No.30 29 Oktober 2002 640.1.:9469 ASRUL HAXIM , S
Malang, 23 Mei 1954 (031) 8416323 17-X-2002 17 Desember 2002 18 Maret 2002
23 Mei 2019 - 08165408867 _
B4 | Hj. TRINING ARISWATL, SH Tlombok No2 1 April 1959 640.1-4404 ¥
Surabaya, 28 Oktober 1960 (031) 5018568 0-X1-1999 11 Mel 1999
| 28 Oktober 2025 08123570350
18 | S. PAMUNGKAS, SH 31, KarangrejoXV 10 Pebniari 200 640.1-4397 .
Klaten, 02 Mei 1948 No31E 3-X1-2000 27 Mei 2000 _,
02 Mei 2013 (031) 8298543 !
(031) 72589321 |
B | DHARMA BUDIMAN, SH. 71, Ksyun No, 38-40 30 Aprit 1999 640.1-4404 _
Padang, 17 Mret 1963 Blok A-9. 15-X1-1999 11Met 1999 ;
17 Maret 2028 031-5341130 !
7501-01-005918-01 ; _ _
52 | WIBOWO IBO SARWONO, SH. | JI. Raya Kalirungkut 62 10 Pebruart 2000 640.1-3781 ;
Surabaya, 27 Desember 1967 Surabaya 4-X1-2000 13 April 2000 H
27 Desember 2032 031 - 8419745 . !
7501-01-005901-01 :
78 | GAGUK PERDANA 71 Ketintang Madya 01 September 2008 | 640.1-5542 _
PRASETYA, SH No.A4l 9-XVI-PPAT-2008 | 26-11-2008 |
Situbondo, 26 Nopember 1969 (031) 70680011 . _.
26 Nopember 2035 081332860011 ;
7501-01-009507-01 _ _
78| RETNO MULYANINGSIH, SH J1.Jambi No.31 18 Desember 2006 640,1-722
Boyolali, 12 April 1969 (031) 5678117 472-XVTI-2006 29-01-2007
12 April 2034 (031 71069661
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HARTO. SH.

DAKXTLODATS

JAAS AP AT ARSA P 4% asana | } +
| ] ]
IRIANTO TANAWIDJAJA, SH J1. Tegalsari 2B-1(2E-2) 3 Juni 1996 7 Januari 1999
Bangkalan, 7 September 1962 031) 5353131 5-X1-1996 :
7 September 2027 (031) 5483531
7501-01-005836-01
Bl [ SITI AFWANY MOCHTAR, JINgagel Kebonsari U6 24 September 2007 | 640.1-9254 SORAYA, SH
MAGENDA, SH (031) 5046243 74-XVII-PPAT-2007 12 Desember 2007 600.35,9-1054
Jakarta, 02 April 1957 081553334994 24 Mei 2006
02 Aprii 2022
"B | ProfDr LANNY KUSUMA - JLPahlawan No.41-C 06 Maret 2000 640-340D.IV.2
WATI, Dra, SH, M.Hum (031) 5467908 4.X1-2000 10 Pebruar 2000
Tulungagung 15 Desember 1959 0811373282 ‘
15 Desember 2024 _
7501-01-005854-01
B1 | Dr. INGE SOESANTO, SEMKn | JI. Ketupa No.27 15 Scptember 1988
Malang, 17 desember 1957 (031) 5345451 458/DJA/1988 _
17 Descmber 2022 (031) 5490060
B2 | Dr. TANDYO HASAN, SH, M.H, |JlKetupa No.27 “18 Desember 2006 640.1-724
| MKn. (031) 5345451 457-XVII-2006 29 Yanuar{ 2007
Mojokerto, 04 Desember 1957 (031) 5490060
04 Desomber 2022
KUKUH MULJO RAHARDIJO, JLLaksda M.Nazir 11-] 24 Tuli 2000 6430.1-7019
SH ’ (031) 3558431 20-X1-2000 15 ~08-200
Surabaya, 22 Maret 1961 (031) 3570692
22 maret 2026 :
7501-01-005913-01 ! . O
B4 | AGUSTINI, SH T Raya Mengganti 18 Desember 2006 640.1-722 ASRUL HAKIM, S
Jakarta, 13 Agutus 1964 Babatan No.0S 446-XVII-2006 29-01-2007 -07-03-2003
13 Agustus 1998 (031) 7534640
7501-01-5795-01 08123012931 _
H5 | CATHARINA HARTINI J1.Genteng Kali No.63 18 Desember 2006 640.1-724
SOENGKONO, SH, M.Kn (031) 7167134 460-XVII-2006 29 -01-2007
Surabay, 22 Nopember 1962 (031) 5326538
22 Nopember 2027
YAHYA SUHARDIO, SH J1.Simolangit %11 No.50 . 18 Desember 2006 640.1-724
Probollnggo, 1 Juni 1958 (031) 5675029 458-XVII-2006 29012007
1 Juni 2023 0812312567
[E7 | SRIELIANA TJARIO- J1. Klampis Jaya No, 29 03 Juni 1996 20 Agustus 1996
N11-811242% LX1100R
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Drs., SH., M.Kn. 031-5483721 17-XT-2000
Jember, 17 Juni 1955 0811379617 -
17 Juni 2020
7501-01-005798-01 .
8 | YUSTIANA, SH. Komplek AJBS D-3 25April 2002 30 Juli 2002
Makasar, 10 Pebruari 1968 J1, Raina 14 4-X-2002 640.1-5815
10 Pebruar] 2033 _ 031-5026538
7501-01-005843-01 081615337886
09 | SEERLY DIAN MEIRAWATI, 11, Klampis Madya 16 Januari 2004 11 Pobruari 2004
SH. Utara 1742 1-X.A-2004 640.1-829
Malang, 05 Mei 1964 031-5911953
05 Mei 2029 081833798
B0 | LILIEK BARASIID, SH. 1. Kayoon No. 38-40 14 Pebruari 1991 01Mei 1991
Surabays, 10 April 1945 Kav, B-6 4-X1-1991 BA/14/PPAT/
10 April 2010 0315341267 35/1991
7501-01-005856-01 _
R | YATININGSIH, SIL JI. Comal No, 23 30 Januari 2003 11 April 2003
Surabaya, 10 Pebruari 1965 031-5611666-5613297 1-XA-2003 640.1-2724
10 Pebruari 2030 0811310146
7501-01-005905-01 : X
T2 | JOSEPH ANDY HARTANTO, Darmo Park I Blok 11 01 April 1999 11 Mei 1999
SH., MH. No, 9-11 11-X1-1999 640,1-4404
Surabaya, 05 Oktober 1952 0315673653
05 Oktober 2017
7501-01-005841-01
[ T3 | YUIDA, SH. . JL. Kerfajaya VI Raya 30 Januari 2003 11 April 2003
Surabays, 17 Oktober 1960 No. 40 . 1-XA-2003 640.1.2724
17 Oktober 2025 031-5031707 _
4 | ALICE ELIWATI ANGGEN, SH - | JI. Raya Jemursari 2037 01 April 1999 11 Mei 1999 .
Banjarmasin, 4 Juni 1956 - C/8 ] ' 11-X1-1999 640.1-4404 .
4 Juni 2021 031-8497096 _
LT sL0! 19 April 2002 04 Junl 2002 SAIFUDIN, SH wj
5 | JOHANES LIMARDI — J1. Bintoro No. 3 N,
_.Hm SOENARJO, SH., MEL 031-5614611-5614811 u.x.wgu 640.1-4447 PPAT Mojokerto | PPAT di Mojo
 Temnate, 03 Juni 1958 08123245646 05 Pebruar] 2002 |
03 Juni ns.ﬁ _
7501.01-05848-01 . _ —
06 | MAYA EKASARI- 3. Ketintang Baru IVA 03 April 2003 27 Mei 2003 "KUNCORO WIWO
- | BUDININGSIH, SH No, 54 25-XA-2003 640.1-3526 15 Juti 2002
Surabaya, 29 QOktober 1969 031-8280982
29 Oktober 2034, 031-70346267
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26 Desember 2030 081 7931 3223
DEVI CHRISNAWATI, SH, JL. Bubutan No. 16-22 21 Juli 2005 13 Sept 2005
Surabaya, 27 Pebruari 1967 Kav B-3 Surabaya 12-XA 2005 640.1-9722
27 Pebruari 2032 031-5343505
_7501-01-005807-01 _ |.
| §28 | WIMPHRY SUWIGNJO, SH. J1. Anjasmoro No. 40 19 April 2002 4 Juni 2002
Surabaysa, 08 Pabtuari 1961 031-5312855,5341461 3.X-2002 640.1.4447
08 Pebruari 2026 081 6502951
7501-01-005900-0t
129 [ LIDIA SUST GIARTINI, SH. JI. Simo Sidormulyo 175 1 September 2008 26 Nop 2008
Surabaya, 27 Maret 1963 031-5356623 9-XVILPPAT-2008 | 640.1-5543
27 Maret 2033 081 7588283 .
[0 | IYEN SUHEST], SH, L Kedungdoro 74-76 18 Dosoraber 2006 29 Januari 2007
Pematang Siantar 26 Januari 1976 | Blok B-22 Surabaya 514-XVII-2006 640,1-722
26 Januari 2041 031-5353988
7501-01-05837-01 08164846771
[T#1 | AULTA SOFIANI, SH. J1. Gubeng Kertajaya 18 Deserber 2006 29 Januari 2007
Surabaya, 16 Desember 1975 B/21 Surabaya 5$13.XVII-2006 640.1-722
16 Desember 2040 031-71697109
| 82 | SHOFIAH ALKATIRI, SH. J1, Achmad Jais Ne. 122 22 Juni 1999 04 Agustus 1959
Maluku, 23 Juli 1964 031-5326042,70686867 23-X1-1999 640,1-7373
23 Juli 2029 081330563828, .
T8 [ KRIS DHARMA HARTONO, SH | Komp. Manyar Megah 4 April 2001 01 Juni 2001
Surabaya, 15 Juni 1947 Indsh Plaza Blok L-17 9-1X-2001 640.1-3818
15 Juni 2012 031-5042775-6 _
7501-01-005851-01 0811 322 800
T84 | RUDY EFFENDL, SH. 71, Baratajaya IV/70 31 Desember 2001 05 Maret 20072
Pekalongan, 31 Mei 1960 031-5044444,5025999 25-1X-2001 640.1-1545
31 Mei 2025 . 08155111511
[IES | HENDRA WIJONO, SH. J1. Raya Rungkut No. 5 18Desember 2006 29 Januari 2007
Banyuwang}, 02 Mel 1972 Blok E-29 Surabaya 487-XVII-2006 640.1-725
25 Mei 2037 031-8709316 :
7501-01-005829-01
T84 | NANSIJANI SOHANDIAJA, SH, | Ji. Embong Kenongo . 23 Mot 1991 05 Nopember 1991
Situbondo, 29 Marct 1947 No. 72-74 Surabaya 28-X1-1991 BA/1S/RPPAT/35!
29 Maret 2012 031.5343407,5353564 i 1991

1.




FOIPYIEY>ASU

26 Desember 2030

S89EBYS-1ED £207 4dy 80
TYSS-T0F9 | 800Z-LVAd-TIAX-6 g9¢ 7961 Iudy 80 ‘sivqemg
3007 22quadoN 92 | 8007 Jqmsdag 1o Wepul ofas0Ravy 3f HS ‘Mainisv i | of
PE580LE-150 ) TE07 quindag 61 .
8601€ER120 L961 toquandey 6] ‘whuquing
YL6Z1'0%9 S00ZVX-Z 60LGOLE*1E0 . HS'OLNYMMNd
§00Z 14V 07 S00% HSNIg3d 11 O 0T By Inyfury It S0V NAAVH SONVHAALS | o3 |
: £ES901€2180 0p0Z 3equingdog o
ThSS-1'0b9 | 800Z-LVJd-IAX-6 0195£5E 1 £0 §L61 Soquusidag ¥ ‘whvquing | -
3007 10quxION 7 | 2007 Joquusedss 19 wAvquIng ¢/¥T RARPOS “If | ‘HS 'VNOX VA YINANSH | S |
. . _ TEOZ Lrenmes
18LE-1'0¥9 000Z-IX-F . 9LTSELRLIE0 L961 tenusf { Bouding
000z 153y €1 000Z HWugod 01 6 [npny] inyFuny sdwy 7 'HS ‘NYMYNND IANA h.
. LLBSOOETISO 10-553500-10-10¢L
. : PLLYISETEQ ££07 9quiadoN] 9
LFST-1'0F9 1002-X3-5¢ 498 J\epu] oforuoqesy,, 8961 JequidoN pg ‘to8og |
Z00Z 1AW 6 1002 Joquasy 1€ - Aeidwioy HZ WMSHA T | HS ‘OfOraIM INVAENS VIDN'T ;ﬁ
i  TILLISSIS0 YE0T H¥niqed Z1
LIS 109 £002°Y"X-¥1 6ES69P5"3£D 6961 }ETIge] 21 Bilg
POOZ LnUeL $7 £00Z J0quIesad & 4qg 1€ Bueremog ‘[t HS ‘NIGHOW ateTid | 1§
- . 10-+L8500-10~10SL
0SPEISETIR0 €07 smsnBy g
1226°1°0¥9 $00Z-¥'X-71 Srror0s (160} 061 sumBy ¢p ‘shequing
500z 39qudas £l $00ZNRE 1T 495 ST PR BSEN L | "HS TNV M ONINVLISON VNI | off|
4. 69695515880 . 6002 9quiaidog 1
£880£0¢ (1€0) P61 tequsydog ST ‘uiswirafuvg
£8LE"1°0¥9 Q00T IX-¥ wizqemg [-y"Avy © VAVIIA
' 000ZTHdY €1 000Z HvnIGad 01 TE'ON Buoqng vAwy I “VINNSOY JOVH NIV | 6
-5106£8180 T
m._ssn.ﬁnm . nnnou ting um
109 900Z-IAX-8LY RAVQRING 76 *0 0L61 YInf T ‘wAvquin,
LOOT USTIE 67 | 9007 30quess(i 81 URBUOqUES TRATE 1T "HS ‘OIMIVHYY O1aim | 2el
. . 10-1L8500-10~L
SPFOLELIRO sl hxsﬁﬁﬁuﬁm
7TLT'09 900Z-IIAX-T6p ZELSTELIED ‘HE
LOQZ enueyf 67 00T 10qWaRAd 81 01 *op whng Buedny ‘it TS LINVAIAON
081 7931 3223 | - ) i I T
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_ 4 Joncna Loy -
 031-8420175
"I5f7 | H. ACHMAD SALTS, SH. Ruko Ngagel Jaya Indah 18 Desember 2006
Surabays, 30 April 1969 A-63 473-XVII-2006
30 April 2034 031-5037649
08123580293
031-5037649
"[48 T YAHYA ABDULLAH WABER, JL. Perak Timur 144 25 April 2002 4 Juni 2002
SH.M.Hum L2 4-X-2002 640.1-4446
Malang, 1 Maret 1972 031-3559906
Maret 2037 0811349349
7501-01-05912-01 031-3534395
49 | HERYANTO TJHANG, SH. _ Komp. Surya Inti 19 April 2002 4 Juni 2002
Singkawang, 21 September 1960 Permata Thp.IC-25 3-X-2002 640.1-4444
21 September 2025 031-7320029
. 0811314556
_ 0317320028
[ T80 | SUYATI SUBADI, SH. JL. Wijaya Kusuma 28 02 Jull 1982 16 September 1952
Malang, 6 September 1945 031-5353312 SK.115/DJA/1982 12/DA/PPAT/1982
6 September 2010 0315326266 _
7501-01-005916-01
[E81 | NiES SINGGIH JL. HR. Muhammad 25 September 2002 | 21 Nopember 2002
MUKTININGSIH, SH, * Ruko Surya Inti C-1136.HT.03.01-
Bandung, 5 Januari 1957 Pormata IT B-56 Th2002 |
5 Januaci 2022 0317348284
7501-01-005907-01 08123102110 _
[ ¥E2 | LISA HERAWATI WIBOWO, SH. | J1. Pedmosusastro 5 Sby 4 Oktober 2007 16 April 2008
Surakarts, 27 Agustus 1974 031-5680091 DS.XVI-PPAT-2007 | 640.1-1688
27 Agustus 2039 08563388178
"T85 | BAMBANG HERU DJUWITO, SH. N JI. Baratajaya 50 Surabaya 0 Pebruari 2000 13 April 2000
Surabya, 12 September 1958 031-5 054020 -X1-2000 640.1-3781
12 September 2024 031-5045884
7501-01-005802-01
| 54 | MARGARETHA J1Jawa No.30 31 Desember 2001 640.1-1547
DYANAWATY,SH (031)5018383 25-IX_2001 05.05.2002
Malang, 22 Maret 1970 0816509277
22 Maret 2038 _ -
"B | DESLINA SUARNI, SH. JT. Menanggal Selatan 18 Desember 2006 29 Januari 2007
. Palembang, 11 Noipember 1973 ‘No. 149 Surzbaya 495-XVII-2006 640.1-722
11 Nopember 2038 031-8280554 i
T | ABDURACHIM, SH. J1. Ambengan No, 1 Z 31 Oktober 1978 18 Jull 1979
Pekajangan, 13 Pebruari 1947 031-5345459,5321263 SK/101/DJA/1978 3/DA/PPATI979
13 Pebruari 2012 _
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XGOS ARISUTIKNOG, SH. J1. Indrapura No, 22 21 Juli 2005 13 Septemb 2005
akarts, 05 Agustus 1966 031-3524781 12-XA-2005 640.1-9721
05 Agustus 2031 0818304672
"¥BY [ SKI PURWANINGSIH, SH. J1. Raya Dukuh Kupang 18 Desember 2006 79 Januar 2007
Jogyakarta, 07 Jun] 1952 No, 135 Surabaya 455-XVII-2006 640,1.724
07 Juni 2017 031-5611940
7501-01-005886-01 | 08179393671
YOHANES YUSUF HANDI- J1. Temape! No. 37 29 Oktober 2002 17 Des. 2002
YONO TANUWIDJAJA, SH. 031-5675713 17-X-2002 640,1.9469
Surabays, 04 Desember 1959 0815632480
04 Desember 2024
| 7501-01-005904.01 _
SUJTADL SH. | 3. Simo Kalangan 31 Desember 2001 05 Maret 2002
Yogyskarta, 12 Pebruari 1957 No, 55 K Surabaya 25-IX-2001 | 640.1-1545
12 Pebruari 2022 : 031-5477431
7501-01-005887-00 08121604455
YOVITA DAMAYANT], SH. J1. Raya Lontar 252 A 18 Desember 2006 29 Januari 2007
Jogjakarta, 19 Pebriari 1963 031-7524190 462-XVII-2006 640.1-724
19 Pebriari 2028 08123113189 .
7501-01-005911-01: : :
ATIKA ASHIBLIE, SH J1: Ketamnpon No. 2 18 Desember 2006 29 Januari 2007
Surabays, 02 Mei 1975 031-5682213,5622142 509-XVII-2006 640.1-722
02 Mei 2040
| 7501-01-005793-01 - :
TWAN SALEH IRAWAN, SH. T1. Ngagel Jaya Sclatan 31 Desember 2001 | 05 Maret 2002
Cirebon, 21 April 1968 No. 20 Surabaya 25-IX-2001 640.1-1545
21 April 2033 031-5047544
08115159797
MARIA MONICA TRA - L, Runghut Asri Utara 11 Pebruari 2005 20 April 2005
KOESVITASARI, SH. Ne. 75 Surabaya 2-XA-2005 .640,1-2974
Jember, 27 Agustus 1970 031-8791452
27 Agustus 2035 081938451789
ENY WAHJUNT, SH. J1. Gubeng Kertajaya 18 Desember 2006 | 29 Januari 2007
Surabaya, 29 Agustus 1969 9C/A0-A Surabays 475-XVT-2006 640.1.722
29 Sgustus 2034 0315036164 :
HENDRIKUS DWI J1. Ngagel Timur 144 18 Desember 2006 29 Januari 2007
HENDRATONO, SH. 031-5031252 449.XVII-2006 640.1-724
Purwaejo, 11 Juli 1968 081332586783 .
tul{ 2033 .
7501-01-005908-01 : .
KHUSNUL YAQIN, SH. M. Hum. | JL Karah Indah H-18 18 Desember 2006 29 Januari 2007
Surabays, 20 Desember 1973 031-8299815 497-XVII-2006 640.1-722
20 Desember 2038 08155056661
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amssw.;; TEDJA, SH, Ul Kalimantan No. 11 D 03 Juni 1596 20 Agustas 1996
Denpasar, 19 April 1965 031-5053459 5-XI-1996 BA/ST95/PPAT/
15 April 2030 031-5055065 3571996
7501-01-005882-01 )
TUTTY MULJANINGSIH, SH. 31, Pacang Jajar Tengah 29 Maret 1699 04 Agnstus 1999
Malang, 15 Maret 1955 .| No. 59 Surabaya 10-X1-1999 640.1-7373
15 Maret 2020 031-5015990 .
7501-01-005892-01 0816537528
SOEPRAJTTNO, SH. Ji. Kupang Jaya No, 3C 31 Desember 2001 | 05 Maret 2002
Lamongan, 20 Nopember | mua 031-7347584 23-IX-2001 640.1-1545
20 Nopember 2019 081331323334 . 4.
01-01-005909-01
RISy XTI R T -
VONNY CHANDRA, SE., SH,, J1. Raya Darmo Permai 01 September 2608 | 26 Nop. 2008
M.Hum, : HI/No. 2 Surabaya 9-XVII-PPAT-2008 | 640.1-5543
Surabays, 27 Maret 1973 031-70149191
27 Maret 2038 0818314103
7501-01-009339-01 - _
({82 [ TTURMA M. SIANIPAR, SH. JL. Joyoboye No, 25 04 Dosember 2003 | 26 Januari 2004
Jakarta, 13 April 1963 031-5677292 14-XA-2003 640.1-515
13 April 2028 .
| THTRA SASANTI - J1. Sulung Sekolahan 30 Oktober 1930 13April 1981
DJATMIKO, SH. No. 2 C Surabaya 120/DIA/1980 IDA/PPAT/1981
Bangkalan 15 Pebruari 1950 031-3533984
15 Pebruari2015 031-3538996
7501-01-005921-01
ERNA ANGGRAINI - 31, Ngagel Jaya tara 62 06 Januari 1995 .| 06-Aprit 1995
HUTABARAT, SH., MSi 031-5028931 16-X1-1994 BA/25/PPAT/
Malang, 28 Pebruari 1958 0818331052 35/1995
28 Pebruari 2023
7501-01-005815-01 .
I8 | HLR. 1BNU ARLY, SH. MKx. J1. Raya Manyar No. 52 11-Pebruari 2005 20 April 2005
Cirebon, 12 Mei 1970 031.5042020 2-XA-2005 - 64012973
12 Mei 2035 08165419850 :
7501-01-005840-01 :
"IZH | KUSRINT PURWUANTE, SH 71, Gunungsari 3-5, Surabaya 483-XVI-2006 540.1-722
Banyuwangi, 28 November 1971 031 5620076 18 Des 2005 29 jazuari 2007
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_.@. ZAHRULLAH AMROZI J1. Perak Barat No, 257 24 September 2007 | 32 Desemb 2007
JOHAR, SH. 031-3299556 12-X1-2007 640.1-9254
Tulungagung, 19 Maret 1964 _

19 Maret 2029
[$i¥ | DODC SUYANTO, SH. Raya Tengger Kandangan 27 Pebruari 2003 11 April 2003
- | Madiun, 07 Pebruari 1970 No, 103 Surabaya 3-XA-2003 640.1.2724
07 Pebruari 2035 031-7415619 .

[BXq | FITRI KARTIKASARI, SH JL. Rays Banyu Urip 123 11 Pebruari 2005 21 April 2005
Surabays, 16 Nopember 1971 Telp, 031-5689524 2-X.A-2005 640.1-2973
16 Nopember 2036 Hp. 085 6336 3500
7501-01-005821-01 | T Bayu Urlp Lot 5 No.120-122 Sby

BN | GEMBONGSETO HENDRO N, Raya Darmahusada Indah B.16/29 | 10 Pebruar] 2000 27 Mei 2000
SOEDAGOENG, SH Tolp. 031 - 5945239 4-X1-2000 640-1-4398
Yogyakarts, 4 Agustus 1961 ip. 0856 554 34332
4 Agustus 2026 . Mulyosati Baru No. 39 Shy

olp. 031 - 71727695
[ BEZ | OLIVIA SHERLINE WIRATNO,SH  [J]. Pasar Kembang 26-A Sby 3 Juni 1956 20 Agustus 1996
Surabaya, 30 Juni 1957 elp. 031 — 5455000 5-X1-1996 BA/9795/FPPAT/35/1996
p. 081 134 2489 _ I
B8 | Hj. R Ay. SRI BARTINI, SH . Raya Nginden No. 147 14 Desember 1992 € Februari 1993 -
Kedir, 5 Mei 1948 elp. 031 — 5938924 65-X1-1992 BA/NY/PPAT/35/1993
. p. 081 332 358 989
Taman Wisma Menanggal 4
elp. 031 - $281123 _

| B8% | SYAIFUL RACHMAN, SH Diponegora No. 85 31 Dessmber 2001
Surabaya, 26 Januari 1965 elp. 031 — 5688242 25.1X-2001
26 Januari 2030 p. 081 231 420 65

. Juwingan No. 85
_ olp. 031 - 5013503 .

B | SUGIHARTO, SH, MH Pengampon Square B-10 31Desember 2001 5 Maret 2002
Surabaya, 9 Januari 1951 Telp, 031 — 3545225 25-IX-2001 640.1-1546
7501-01-005910-01 Hp. 081 230 23099

Dharrny Husada Indah Timur 9/14 L-137,
_ . Telp. 031 - 5946188

{B5% | Hi. EVA FITRI SAGITARINA,SH  Hl. Wonosari Kidul Ne. 11 11 Pebruari 2005 640.1-2973
Surabaya, 2 Desember 1970 ) Telp. 031 ~ 56600063 2-XA-2005°

R e AR i plams AT Simpang DUl 25 T 1997 T ApeToo%
WACHID HASYIM, SH Andhika Plaza B/4 J1. Simpang Dukt an ..
Kedid, 7 Agustus 1958 - {Telp, 031 — 5314813 12-X1-1994 BAR2/PPAT/S/1094

* [Hp, 0811310785 - - .
1, Klampis Semolo Barat K/23
Telp. 031 - 5938424
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Surabays, 3 Maret 1969
7501 -01-009450-01

Hp, 081 553°495 020
. Ngagel Timur /44

, , | I 0 ssoiss a1
LISAWATI, SH Nginden Eitan Timur' 19/53 A-2/9 1 Septerber 2008 640.1.5544
Lamongan, |5 Pebruar 1973 a_u 031 — 5944205 X VI-PPAT-2008
7501-01-008726-01 p. 031 654 09542 .
[Fax, 031 — 5944205 :
ZAYRUL, SH ' , Kertjaya Indah Timur X.7 0-503 | 31 Desomber 2001 Tgl. 13 Maret 2002
Baushgu, 15 Sentember 1970 slp, 031 = $940504, 031 230 12456 | 25.IX-2001 640,1-1845
MOHAMMAD ucdu Ruko Kinmpis Megah G-10 25 April 2002 4 Juni 2002
PAHLAWAN, SH m_psuw Madya Utsira [32-B "4-X-2002 640.1-4246
Tgl. 28 Maret 1969 © [Talp, 031 - 5525674 : . :
Hip, 081.1334 262 -
aﬁ&ﬁmﬂ&wﬁa
_ b, 031 - 5910958 e,
DIUNAIDI WiDJOJO, SH R Es Sentra Darmo Vilia C-12 | 31 Desember 2001 Tgl. 5 Maret 2002
Sldoarjo, 22 Oktober 1961 . Riya Darmo Permal Selatan No. 6-14] No, 25-IX-2001 640.1.1547
22 Okt 2026 . olp: 031 - 7325171
7501-01-005806-01 Hp. 081 654 07166
Vills Santra Reya A2/33 .
' 'oip. 031 7420200
EVIE MARDIANA 1. Kertajaya 8<C/45-A Surabays 1 Septomber 2008 26 Nopember 2008
HIDAYAH, $H 'olp, 031 = 5025946 9-XVIL-PPAT-2008 | 045.35.1.8546

12 Dez 2006

TR | o
. ) vl i
"BE [ TRESIA TR RATWIYANTL, S Pmsn&? 9, blok X1 47 sty
: (031) 7522636
. zos._&&wmﬁ sby .
03 _ '
(XY | DEDI WUAYA, 8H, M&n | Y3« | 499-XVI-2006/6401~
Surabaya, 20 deg 1974 (031) 5343549 ‘ ™ :
- - 18 Des 2006
| 53 | MAZWAR, S.H, MHum 11 Sknpang Dukuh NO, 16 Surabaya BARI/FPATAS/1993
{031) 5345549 . 25 Okt 1993
B | RBNI WIDJATANTL 11, Pucanganom Timur No 6A, Sby | 23 = X1= 1559 63~ X1 1993
SUBJANTORO, SH (031) 5015678, 5049425 22 Junl 1999 24 Tult 1993
B ey Kormag 5, 30 Tok, Sy | SCNo SRV I-TP AT | BANO 6015302
0313573521, 3522842 2008 Tgh 26-112008 -
B | Ngindon Inten 10ohur XVIVAS4 | bmﬁr%m«wﬁﬂlm 6401722
, 0313544177 29 Jan 2007
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SOEDIBYOQ, SH, M.Si Ji. Rayn Menganti Wiyung No.1 Sby SK2835/M/2008 640.1-5010
Surabaya, 25-04-1966 Telp. 7523788 Tgl. 19-02-2008 Tel. 23-10-2008
J. Gadelsari Brat /18 RT 02 RW IT
Tandes
Telp. 031 - 7421468
Drs. BUDI HERMANTO, M.S1 | JI. Kebraon Praja /01 Sby SK/2835/1/2008 640.1-5010
Surabaya, 22 Juli 1966 Telp, 031 - 7663130 Tgl. 19-02-2008 Tgl. 23-10-2008
. JL Jojoran }/12 Surabaya :
_ Telp. 31 - 3725194
DWI PURNOMO, SH, MM J1. Raye Dulath Kupang §3-A BR.2851/2008
Kediri 9 Juni 1965 Telp. 031 567 1960 19 Pebruar] 2008
Hp. 081 553 545 554 '
Bluru Permai CE~4 Sidoarjo
r F3 N [y £ x LR






